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Abstract  

Merantau merupakan salah satu strategi peningkatan sumber penghidupan masyarakat bilamana 
sumber pendapatan terbatas. Pada masyarakat agraris, merantau juga merupakan suatu strategi untuk 
meluaskan areal garapan.  Kajian ini mencoba melihat bagaimana pola pengetahuan yang terbentuk 
dari preferensi dan pengalaman perempuan dan laki-laki di dalam lahan yang kemudian menentukan 
di ruang mana mereka lebih banyak berkiprah. Kajian dilakukan di Kecamatan Rajadesa dan Panjalu 
Ciamis, Jawa Barat di dua kecamatan yang sebagian masyarakatnya merantau untuk bekerja di sektor 
pertanian (Kecamatan Rajadesa) maupun di sektor non-pertanian (Kecamatan Panjalu). Studi 
menunjukkan adanya pembagian ruang yang jelas bagi laki-laki dan perempuan untuk lebih berkiprah. 
Pembagian ini dipengaruhi oleh tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di masyarakat, keamanan, 
jarak tempat bekerja dengan rumah, serta kondisi fisik. Faktor fisik menjadi pertimbangan utama baik 
bagi perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya tanggungjawab menjadi penentu lokasi kegiatan 
mereka, bagi perempuan tanggung jawab domestik lebih penting sedangkan bagi laki-laki tanggung 
jawab komunitas lebih utama. Faktor keamanan dan jarak menjadi faktor berikutnya. Area di sekitar 
rumah seperti pekarangan, menjadi domain perempuan. Kebun kayu dan kopi merupakan domain 
laki-laki. Laki-laki cenderung untuk mengubah lahan yang produktif untuk lebih ditingkatkan 
produksinya, sementara perempuan cenderung untuk mengubah lahan yang kurang produktif seperti 
pekarangan dan kebun kelapa. Sawah, kolam ikan, pekarangan merupakan tipe penggunaan lahan 
yang dipertahankan keberdaannya. Selain karena tidak mudah mengubah ke bentuk lain juga karena 
manfaatnya yang besar untuk bahan pangan sehari-hari. Perempuan memiliki kecenderungan lebih 
positif dalam memandang masa depan dan menerima kehidupannya. Sementara laki-laki nampak 
lebih banyak menilai dan ingin mengubah apa yang mereka alami dan hadapi. Hal ini hampir sama 
dengan pandangan perempuan yang melihat sesuatu dari jangka pendek, selama kebutuhannya saat ini 
terpenuhi, maka mereka sudah memandang kehidupannya secara positif. Sedangkan laki-laki harus 
menanggung anak dan istrinya sehingga memiliki pemikiran yang lebih jauh ke depan. Perbedaan 
sudut pandang ini yang menentukan strategi dalam menghadapi hidup yang berbeda antara laki-laki 
dan perempuan, dan tentu saja bersifat komplementer. Berdasarkan data BPS dan Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Ciamis mempunyai selisih yang besar antara nilai Indeks 
Pembangunan Manusia dan Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan timpangnya 
pemberdayaan di bidang perempuan. Rekomendasi selanjutnya adalah perlu adanya penguatan hak 
perempuan atas lahan dan memperbesar penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam ekonomi 
rumah tangga 
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1. Pendahuluan 
Merantau merupakan salah satu strategi peningkatan sumber penghidupan masyarakat bilamana 
sumber pendapatan mereka semakin terbatas (Ellis 2003, Dharmawan 2006, de Haas 2008). Pada 
masyarakat agraris, seperti sebagian besar masyarakat di Indonesia, strategi ini dilakukan bila hasil 
dari kebun atau lahan pertanian mereka sudah semakin menurun, atau pilihan berkebun dan atau 
bertani ini sudah tidak lagi dapat mereka lakukan dengan semakin terbatasnya lahan yang dapat 
mereka akses (Mulyoutami dkk 2014c). Selain itu, merantau juga merupakan suatu strategi untuk 
meluaskan areal garapan mereka saat lahan di desa mereka sudah tidak lagi menjadi pilihan yang 
menarik misalnya karena kurang subur.  

Keputusan merantau memang tampaknya merupakan keputusan individu, namun sejatinya keluarga 
sangat berperan besar dalam pengambilan keputusan tersebut. Adapun perubahan yang terjadi 
sebelum dan sesudah merantau juga sangat mempengaruhi pola dan hubungan gender dalam rumah 
tangga perantau (Mulyoutami dkk 2014a). Tidak hanya itu, keputusan merantau memiliki dampak 
terhadap kehidupan di masyarakat serta juga perubahan tata guna lahan yang terdapat di masyarakat 
tersebut, terutama pada komunitas yang hidupnya bergantung pada lahan. Hal ini juga memiliki 
pengaruh baik langsung dan tak langsung dengan masyarakat yang tidak merantau dan lebih memilih 
tetap mengelola kebun mereka (non-perantau). Memahami dinamika yang terjadi di suatu masyarakat 
dimana terdapat komunitas perantau dan pengelola kebun merupakan hal yang cukup penting untuk 
menggambarkan dampak dari proses migrasi-keluar atau merantau, terutama yang berkaitan dengan 
pola hubungan para pelaku dan non pelaku, serta juga perubahan tatanan lahan yang merupakan 
sumber penghidupan utama mereka. Baik langsung maupun tidak langsung, kita dapat melihat apakah 
keputusan melakukan migrasi-keluar memiliki dampak terhadap perubahan pola kebun dan pertanian 
yang dilakukan oleh masyarakat. Hal yang tak kalah penting adalah melihat bagaimana aktivitas 
merantau ini berkontribusi terhadap pola hubungan gender dalam rumah tangga petani dan 
masyarakat yang lebih luas yang dapat berpengaruh terhadap kesetaraan dan ketidaksetaraan gender.  

Kajian ini mencoba melihat bagaimana pola pengetahuan yang terbentuk dari preferensi dan 
pengalaman perempuan dan laki-laki di dalam lahan yang kemudian menentukan di ruang mana 
mereka lebih banyak berkiprah. Hubungan antara perempuan dan laki-laki digambarkan sebagai pola 
hubungan yang terbentuk secara struktural dalam budaya masyarakat (Rocheleau dan Edmunds 2007, 
Krishna 2004, Trauger 2004). Meski secara keseluruhan, dalam pengelolaan lahan dan kebun 
agroforest serta di rumah tangga, perempuan dan laki-laki saling melengkapi satu sama lain (Colfer 
dkk 2014, Kiptot dan Frenzel 2012) melalui pembagian kerja, namun di beberapa titik terdapat 
beberapa kondisi dimana celah antara perempuan dan laki-laki lebih dalam, yang terutama terjadi 
pada masyarakat miskin. Kajian ini menekankan bahwa hubungan perempuan dan laki-laki dan upaya 
mengurangi ketimpangan yang terjadi bersifat kontekstual dan situasional, tidak dapat dibuat 
universal.  
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Kualitas hidup manusia yang direpresentasikan dalam istilah kesejahteraan atau well-being dilihat dari 
perspektif subyektif dan obyektif untuk memberikan gambaran kondisi kehidupan yang lebih realistik 
(Costanza dkk 2011,) dengan menggunakan ukuran yang bersifat multidimensi (Alkire dan Sawar 
2009, Berenger dan Verdier-Cauchane 2007). Costanza dkk (2011) menyebutkan bahwa kombinasi 
perspektif dan subyektif yang multidimensi penting dalam interpretasi pola dan hubungan dalam 
mengakses sumber daya, dan perbedaan di dalam komunitas yang merefleksikan adanya beragam 
kebutuhan didalamnya. Gambaran ini dapat membantu menjelaskan mengenai celah atau gap yang 
terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Gartaula dkk 2011) manusia 
seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.  

Secara ringkas, kegiatan penelitian ini dilakukan untuk: 

1. Eksplorasi perbedaan peran dan tanggung jawab gender pada komunitas perantau dan 

pengelola kebun (non perantau) di daerah peri-urban 

2. Melihat hubungan gender dengan lahan, dalam kaitannya dengan gender dan ruang serta 

bagaimana perbedaan preferensi gender atas lahan  

3. Mengidentifikasi indikator kualitas hidup manusia dan bagiamana mereka menilai kualitas 

hidup mereka (sudut pandang subyektif) di komunitas perantau dan pengelola kebun (non 

perantau) di daerah peri-urban. 

2. Konsep dan metodologi 
Studi ini merupakan sebuah studi eksploratif yang berusaha mengungkap bagaimana pola kehidupan 
komunitas perantau dan komunitas pengelola kebun di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. 
Dengan menggunakan isu gender sebagai basis analisis, penelitian ini berupaya untuk melihat 
bagaimana kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kedua komunitas tersebut, status kesejahteraan 
mereka dalam kaitannya dengan kegiatan mereka dalam mengelola lahan dan kebun mereka.  Dalam 
upaya untuk menggambarkan perbedaan kehidupan yang memilah gender, pendekatan kualitatif 
diterapkan untuk menjelaskan secara lebih dalam dan menyeluruh (holistik) tentang fenomena ini. 
Pendekatan kuantitatif dan beberapa uji statistik sederhana dilakukan untuk menjelaskan secara lebih 
detail tentang perbedaan persepsi dan kondisi antara perempuan dan laki-laki, sekaligus untuk 
membantu membuat visualisasi dari data yang dikumpulkan.   

2.1 Beberapa konsep yang digunakan 
Istilah merantau dan komutasi dalam tulisan ini merujuk definisi yang dikemukakan oleh Abustam 
(1989) dalam studinya di tiga komunitas pedesaan di Sulawesi Selatan. Terminologi merantau 
merujuk pada kegiatan migrasi-keluar komunitas di desa ini yang bersifat semi permanen, dengan 
tujuan tetap dan frekuensi kunjungan tetap (lebih dari 1 bulan). Merantau merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh komunitas di kedua kecamatan ini saat mereka pergi ke kota di Jawa Barat dan Jakarta 
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dan ke Lampung. Merantau juga digunakan untuk migrasi-keluar yang menetap yang lebih dari 1 
tahun.  

Istilah komutasi merujuk kepada kunjungan yang kurang dari 1 bulan, dan bahkan bisa berlangsung 
secara harian. Istilah komutasi banyak digunakan untuk menggambarkan gerak penduduk yang 
mengelola lahan kopi di beberapa daerah di sekitarnya dengan memanfaatkan skema PHBM serta 
bagi mereka yang secara rutin merawat lahannya yang berada di luar desa. 

Perantau atau out-migrant merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang 
yang melakukan kegiatan merantau. Non-migran atau bukan-perantau atau stayer merupakan istilah 
yang digunakan untuk mengilustrasikan orang-orang yang memilih tidak merantau atau menetap di 
desa. Untuk istilah perantau, studi ini melihat dua konsep yang berbeda. Perantau non pertanian 
adalah tipe perantau yang berbasis pada kegiatan yang bersifat non pertanian. Perantau berbasis 
pertanian/perkebunan adalah perantau dengan sumber penghidupan di perantauannya adalah berkebun 
dan bertani.  

Dalam survey rumah tangga, responden dibedakan menjadi ‘responden sebagai perantau’, dan 
‘responden sebagai bagian rumah tangga perantau’, serta ‘responden yang merupakan rumah tangga’ 
yang tidak melakukan migrasi-keluar (bukan-perantau).   

Selanjutnya, konsep mengenai status sosial ekonomi. Studi ini melihat status sosial ekonomi dari dua 
lapisan, yaitu lapisan menengah bawah serta menengah atas. Lapisan ekonomi menengah ke bawah 
adalah lapisan ekonomi yang memiliki modal ekonomi rendah dan skill terbatas. Lapisan ekonomi 
menengah ke atas adalah kelompok yang mampu mengakumulasi modal dan memiliki peluang lebih 
tinggi dalam mencari alternatif sumber penghidupan.   

Komunitas perantau dan pengelola kebun yang menjadi fokus dalam penelitian ini berada di wilayah 
peri-urban atau peri-rural di dua kecamatan di Kabupaten Ciamis. Istilah peri-urban merujuk pada 
definisi desa yang memiliki karakteristik post-perdesaan sebagaimana dijelaskan oleh Iaquinta dan 
Drescher (2000). Pengertian ini lebih merujuk kepada perubahan sosial-psikologis, dimana secara 
geografi letak desanya cukup jauh dari perkotaan namun sudah memiliki kesadaran seperti kota. Hal 
ini terutama dipengaruhi karena adanya arus remiten dan migrasi-keluar, pengaruh dari migrasi-keluar 
ke perkotaan terhadap model perilaku masyarakat dan sumber daya non ekonomi lainnya.  

2.2 Lokasi penelitian 
Penelitian dilakukan di dua desa di Kecamatan Panjalu dan dua desa di Kecamatan Rajadesa (Gambar 
1). Kedua kecamatan tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kecamatan 
Panjalu merupakan wilayah yang terbentang di arah Barat Laut dari Kota Ciamis, sebagai ibukota 
Kabupaten Ciamis. Kecamatan Rajadesa, letaknya agak lebih ke timur. Kedua kecamatan ini 
merupakan kecamatan yang sebagian penduduknya adalah masyarakat agraris yang kehidupannya 
bersandar pada aktivitas pertanian dan perkebunan.  
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2.3 Pengumpulan dan analisis data  
Sebagai sebuah kajian yang bersifat eksploratif, pengumpulan data menggunakan pendekatan 
kualitatif dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam. Survey rumah 
tangga dilakukan untuk menambah informasi dan analisis statistik deskriptif guna mendefinisikan 
tipologi masyarakat dan memetakan status sosial ekonomi masyarakat di desa kajian. Analisis statistik 
ini diterapkan untuk menjelaskan beberapa hubungan antar variabel dalam masyarakat, perbedaan 
antara laki-laki dan perempuan, serta beberapa perbedaan antara kelompok perantau dan 
stayer/bukan-perantau (yang merupakan pengelola kebun). 

Diskusi kelompok terfokus dilakukan bersama perwakilan komunitas perantau dan bukan-perantau di 
masing-masing desa, dan dilakukan terpilah gender dengan menggunakan set pertanyaan yang sama. 
Jadi, diskusi dilakukan secara paralel dalam 4 kelompok yang berbeda yang meliputi komunitas 
perantau perempuan, komunitas perantau laki-laki, komunitas bukan-perantau perempuan dan 
komunitas bukan-perantau laki-laki. Satu kelompok diskusi lainnya dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran umum dan informasi dasar untuk setiap lokasi penelitian. Jadi jumlah total diskusi per-desa 
adalah 5 kelompok diskusi. Kegiatan diskusi ini dilakukan selama sehari penuh dengan jumlah peserta 
yang dibatasi tidak lebih dari 10 orang per-kelompok diskusi. Rata-rata kehadiran peserta tiap 
kelompok sekitar 6 – 8 orang.  

Dalam diskusi kelompok ini terdapat tiga pola pengambilan data yang diterapkan, yang pertama 
adalah analisis ranking, diskusi proses hirarki, dan yang terakhir adalah wawancara berkelompok. 
Analisis ranking merupakan sebuah metode diskusi dengan alat bantu kancing atau biji dengan jumlah 
tertentu (studi ini menggunakan 100 buah kancing) (Mulyoutami dkk 2014b). Metode yang kedua 
adalah analisis proses hirarkis sebagaimana pernah diterapkan oleh Janudianto dkk (2014). Peserta 
diskusi diminta mendiskusikan preferensi mereka terhadap lahan dan jenis tanaman serta berbagai 
faktor yang mendasarinya. Pola wawancara berkelompok dilakukan terutama pada kelompok diskusi 
untuk memperoleh gambaran umum dan sejarah desa.  

Survey rumah tangga dilakukan dengan jumlah responden berkisar antara 25 – 30 orang komunitas 
perantau dan 25 – 30 orang komunitas bukan-perantau pada masing-masing desa. Total responden 
yang diwawancara dalam studi ini sekitar 120 orang. Sekira 1 – 4 orang informan kunci di masing-
masing desa diwawancara secara mendalam untuk mendapatkan ilustrasi aktivitas merantau dari dulu 
hingga saat ini dan sejarah munculnya kegiatan merantau di desa.   

Data primer yang telah dikumpulkan baik dari diskusi kelompok maupun survey rumah tangga 
dianalisis menggunakan statistik deskriptif sesuai keperluan dan tipe data yang diperoleh. 
Perbandingan antara perempuan dan laki-laki dilakukan menggunakan analisis non parametrik Mann-
Whitney untuk memastikan distribusi data yang baik. PCA atau principal component analysis 
diterapkan untuk mengelompokkan data yang dalam jumlah besar terutama data yang berhubungan 
dengan persepsi dan pengambilan keputusan.  

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber diantaranya Kecamatan Dalam Angka dan Badan 
Pusat Statistik, terutama yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan 
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Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Data-data ini disusun untuk memberikan ilustrasi 
mengenai disparitas gender yang terdapat di tingkat kabupaten maupun propinsi.  

2.4 Alur penulisan 
Secara sederhana, tulisan ini melihat tiga aspek besar dalam kedua komunitas yang diamati, yaitu 
komunitas perantau dan komunitas bukan-perantau yang mengelola kebun. Aspek yang pertama 
adalah bagaimana pembagian peran antar gender pada masing-masing komunitas (Bagian 4). Yang 
kedua, pola pemanfaatan ruang oleh masing-masing kelompok gender serta berbagai hal yang 
menentukan bagaimana mereka memanfaatkan ruang tersebut (Bagian 5). Aspek terakhir mengenai 
kondisi kesejahteraan masing-masing kelompok gender dilihat dari sumber daya yang ada (Bagian 6).  

Ketiga aspek tersebut menjadi bahan diskusi untuk Bagian 7 yang membahas bagaimana perbedaan 
kondisi kesejahteraan antar gender serta dengan ketimpangan yang terjadi diantara dua kelompok 
gender. Bagian 8 membahas mengenai bagaimana peta pengetahuan antara perempuan dan laki-laki 
yang kemudian menentukan pembagian ruang dalam mengelola kebun dan merantau.  

3. Sketsa umum lokasi penelitian 
Penelitian dilakukan di desa Hujung Tiwu dan Kertamandala di Kecamatan Panjalu, serta desa 
Purwaraja dan Tigaherang di Kecamatan Rajadesa. Desa Hujung Tiwu dan Desa Kertamandala 
(Kecamatan Panjalu) merupakan desa yang memiliki sumberdaya lingkungan dengan ketersediaan 
tanah yang cukup luas, sebagian dimiliki oleh orang non desa, sehingga kepemilikan lahan di desa ini 
sangat beragam, mulai dari yang memiliki lahan sangat luas hingga yang sama sekali tidak memiliki 
lahan. Desa Purwaraja dan Desa Tigaherang merupakan desa di Kecamatan Rajadesa yang memiliki 
karakteristik desa yang memiliki sumber daya lahan lebih terbatas, dengan kepemilikan lahan rendah, 
hampir merata semua masyarakat memiliki lahan meskipun ukurannya kecil.  

Keempat desa penelitian memiliki tingkat gerak penduduk dari rendah ke tinggi, namun dengan 
model dan pola gerak yang berbeda satu sama lain. Di Panjalu, penduduknya banyak merantau ke 
kota dengan sumber penghidupannya sebagai penjual barang rongsokan, baik sebagai pengusaha 
maupun sebagai karyawan usaha. Daerah yang menjadi tujuan merantaunya adalah kota besar seperti 
Bandung, Tasikmalaya dan Jakarta. Di Kecamatan ini, tipe migrasi-keluar ini disebut sebagai perantau 
non pertanian.  

Di Rajadesa, meski ada sebagian orang lebih memilih merantau ke kota besar, namun sebagian besar 
masyarakatnya merantau ke daerah pedesaan lainnya yang memiliki potensi lahan garapan. Adapun 
lahan tersebut ada yang lokasinya dekat dengan desa mereka, yaitu di Kecamatan tetangga mereka, 
Panjalu, dan ada pula yang lokasinya cukup jauh, seperti di sekitar Tasikmalaya, Jawa Tengah, dan 
yang paling jauh adalah Lampung, khususnya di daerah Sumber Jaya dan Way Tenong. Pilihan mata 
pencarian utama mereka di daerah lain adalah berkebun kopi, dan sebagian kecil lainnya berjualan. Di 
kecamatan ini, komunitas perantau non pertanian memiliki komposisi terbesar (lebih kurang 60%).  
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Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, Indonesia 

 

Tabel 1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Kecamatan Panjalu Rajadesa 

Desa Hujungtiwu Kertamandala Purwaraja Tigaherang 

Area (ha) 714 433 379 660 

Ketinggian(m dpl) 800-850   600 700 600 

Lahan padi  (Ha) 79 136 91 294 

Kebun  (Ha) 384,8 235,6 410 362 

Kepemilikan lahan 
kebun (Ha) 

0.07 – 2 
Rata-rata 0.24 

0.14 – 3 
Rata-rata 0.3 

0.14 - 2  
Rata-rata 0.22 

0.05 – 2 
Rata-rata 0.28 

Hutan negara  Tidak ada  Perhutani/ 
Suaka Margasatwa 
Gunung Sawal  

Tidak ada  Tidak ada 

Laju migrasi-keluar Tinggi (70%)  Medium (40 %)  Tinggi (60–70%) Tinggi (60–80%) 

Jumlah penduduk 
(jiwa) 

4 865 4 245 3 719 5 843 

Kepadatan penduduk 
(jiwa/km2) 

681 980 981 885 

Sumber: Rangkuman berbagai sumber, potensi desa, kecamatan dalam angka, observasi dan diskusi 
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3.1 Demografi penduduk 
Tabel 1 menunjukkan relatif tingginya angka kepadatan penduduk di masing-masing desa penelitian. 
Hujung tiwu merupakan desa dengan kepadatan penduduk terendah, dengan luasan areal yang 
terbesar dibandingkan desa lainnya. Laju migrasi-keluar di desa ini dikategorikan cukup tinggi, 
sementara Kertamandala dikategorikan menengah.  

Tingginya jumlah dan laju peningkatkan jumlah penduduk di semua desa terutama disebabkan oleh 
kelahiran, bukan karena migrasi-masuk. Data BPS 2013 menunjukkan tingkat migrasi-masuk hanya 
separuh dari tingkat kelahiran, dan data dari diskusi kelompok menunjukkan tingkat migrasi-masuk di 
tahun 2000, 1990, 1980, dan 1970 yang selalu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 
tingkat kelahiran, data diskusi menunjukkan di beberapa tahun sebelum 2013 (saat ini), ada beberapa 
tingkat kelahiran yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Terlihat jelas bahwa peningkatan jumlah 
penduduk, bukan karena migran yang masuk ke desa. Sedikitnya jumlah etnis non sunda yang berada 
di desa juga menunjukkan bahwa migrasi-masuk ke desa-desa yang menjadi lokasi penelitian cukup 
rendah.  

Tingkat migrasi-keluar di desa Kertamandala menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 
ke tahun, sedangkan di Hujungtiwu cenderung stabil. Tingkat migrasi-keluar di Kertamandala jauh 
nampak lebih tinggi dibandingkan yang lain, meski ada kemungkinan terjadi over estimasi dari 
peserta diskusi. Data ini tidak dapat menunjukkan perbedaan besar migrasi-keluar antara 
Kertamandala dengan Hujungtiwu. Namun secara keseluruhan, tren yang ada menggambarkan 
perubahan tingkat migrasi-keluar dari tahun ke tahun. Tingkat migrasi-keluar yang tinggi di 
Hujungtiwu terutama terjadi di tahun 1970, dimana terjadi perpindahan ke daerah Bandung dan 
sekitarnya yang mengawali usaha rongsokan besi.  

Di Kecamatan Rajadesa, migrasi-keluar cenderung naik dari periode ke periode meski tidak setajam 
seperti wilayah Kecamatan Panjalu. Migrasi-keluar di Rajadesa umumnya bersifat komutasi, artinya 
pada periode tertentu saja mereka bekerja di daerah lain, namun tetap kembali (Mulyoutami dkk 
2014a, Fauziyah dkk 2015). Berbeda dengan pola migrasi-keluar atau merantau yang terdapat di 
Panjalu, dimana sebagian dari mereka menetap di kota dan hanya kembali ke desa satu tahun sekali 
untuk menjenguk kampung halamannya.  

Tingginya kepadatan penduduk, infrastruktur yang meliputi fasilitas kesehatan dan pendidikan yang 
sudah cukup lengkap, serta aksesibilitas tinggi ke dalam dan ke luar desa menjadi faktor pertimbangan 
bahwa desa-desa tersebut dikategorikan sebagai peri-urban sebagaimana dijelaskan dalam Iaquinta 
dan Drescher (2006). 

3.2 Latar belakang sosial dan budaya masyarakat 
Komunitas perantau dan bukan-perantau yang berada di Kabupaten Ciamis sebagian besar merupakan 
bagian dari etnis Sunda. Hanya sekitar 3 – 4 % yang merupakan etnis Jawa, dan etnis lain. Hampir 
95% dari keseluruhan komunitas beragama Islam.  
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Minahan (2012) mendeskripsikan bahwa budaya Sunda sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, yang 
juga menjadi suku dominan di Pulau Jawa. Budaya sunda memiliki sistem hirarki yang lebih egaliter 
jika dibandingkan dengan budaya jawa. Model hirarki budaya Sunda terutama terlihat jelas dalam 
“undak usuk” bahasa Sunda, yaitu bahasa yang berbeda untuk tiap tingkatan umur dan kelompok yang 
dihormati. Budaya sunda memiliki pengaruh agama Islam yang sangat kuat. Minahan (2012) 
menyebutkan bahwa dengan kuatnya pengaruh agama Islam, sistem kepercayaan animisme tidak 
terlalu banyak dianut oleh masyarakat Sunda. Dengan latar belakang budaya pertanian, terutama 
pertanian padi, inti budaya sunda berkisar pada siklus pertanian tahunan.   

Pada prinsipnya etnis sunda merupakan kelompok etnis yang menganut sistem bilateral (Indrawardana 
2011) dimana garis keturunan bapak dan ibu sama. Meski demikian, Indrawardana (2011) juga 
memperkuat pernyataan ahli sejarah Ekadjati (2005) yang menyebutkan bahwa pola pewarisan 
masyarakat sunda memiliki prinsip “lalaki nanggung, awewe nyuhun” atau “lelaki memikul, wanita 
menyunggi”. Sebagaimana dalam hukum Islam dimana anak laki-laki mendapatkan dua kali porsi 
waris yang lebih besar karena harus menanggung berat (memikul) dan perempuan menanggung beban 
di kepala yang tidak seberat laki-laki (menyunggi).   

3.3 Penghidupan masyarakat dan pola pemanfaatan lahan 
Keempat desa penelitian memiliki pola penghidupan yang nyaris sama satu sama lain dengan 
beberapa variasi pola dalam sumber daya lahan yang mereka kelola. Penghidupan masyarakat 
terutama bersandar pada aktivitas migrasi-keluar desa, mengelola lahan pertanian sawah atau 
perkebunan. Saat ini (2014), ada sekitar 29% masyarakat di Kecamatan Panjalu yang bekerja di luar 
desa sebagai buruh atau tenaga kerja dan sekira 5% sebagai pengusaha. Mereka umumnya beraktivitas 
di kegiatan yang tidak berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, yaitu di usaha rongsokan besi. 
Kegiatan non pertanian di dalam wilayah desa terutama dilakukan oleh sekitar 11% masyarakat, 
diantaranya untuk usaha bengkel, angkutan umum, berdagang dan karyawan atau pekerjaan sipil 
lainnya. 

Fauziyah dkk (2014) menggambarkan penggunaan lahan yang utama di Kecamatan Panjalu adalah 
lahan hortikultur yang dari tahun ke tahun semakin berkurang proporsinya meski persentase orang 
yang bersandar pada tanaman hortikultur sebagai sumber penghidupan tetap. Sementara itu, lahan 
kayu proporsinya cukup meningkat dengan persentase orang yang mengelola kebun kopi tetap dari 
tahun ke tahun (berkisar pada 7 – 9%). Terdapat kecenderungan peningkatan yang cukup tajam pada 
10 tahun ke belakang untuk lahan kopi. Namun demikian, masyarakat yang hidupnya bergantung pada 
pengelolaan kebun kopi di kecamatan ini justru cenderung menurun (pada sekitar tahun 1990 sekitar 
7% dan sekarang hanya sekitar 2%). Pengelolaan kebun kopi ini terutama terdapat di Hujungtiwu. Di 
Kertamandala, pengelolaan kebun kopi dilakukan di lahan kawasan hutan dengan menerapkan skema 
PHBM yang dikelola Perhutani. Pengelola kebun kopi ini sebagian besar adalah pendatang dari desa 
sekitar, dan hanya sekitar 5% pengelola yang berasal dari Desa Kertamandala. De Royer dkk (2014) 
menjelaskan bahwa skema PHBM dari Perhutani tidak diminati oleh masyarakat Kertamandala karena 
mereka mengaku tidak punya keahlian untuk bertanam kopi.   
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Gambar 2. Sumber penghidupan masyarakat untuk setiap periode waktu (per 10 tahun) 

 

Di Rajadesa, saat ini (2014), migrasi-keluar non pertanian dilakukan oleh 9% penduduk dimana 
mereka menjadi tenaga kerja (4%) dan membuka usaha non pertanian (5%). Hal yang cukup 
membedakan dengan Kecamatan Panjalu adalah banyaknya migrasi-keluar yang dilakukan untuk 
membuka kebun di wilayah lain, seperti di Desa Kertamandala (Panjalu), Kuningan, Cilumping (Jawa 
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Tengah) dan Lampung, sekira 24.5%. Selain itu sejumlah kecil TKI ke luar negeri yaitu sekitar 2%. 
TKI ini baru mulai dilakukan oleh di akhir dasawarsa ini.  Jika di Panjalu, masyarakat yang mengelola 
lahan hortikultur dan padi sawah tidak banyak berubah setiap periode, di Rajadesa justru semakin 
menurun. Meski demikian secara luasan, sawah sebagai penggunaan lahan tidak menurun. Sawah, 
merupakan lahan yang menjadi sumber penghidupan subsisten mereka untuk memenuhi kebutuhan 
pangan selama lebih kurang 1 tahun. 

Fauziyah dkk (2015) menggambarkan hal yang cukup menarik di Rajadesa, dimana lahan terlantar 
dari tahun ke tahun semakin berkurang secara signifikan, ditambah dengan meningkat signifikannya 
lahan kebun campur, serta peningkatan jumlah kebun kopi. Hal ini selaras dengan data sumber 
penghidupan sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2, bahwa persentase masyarakat yang berkebun 
kopi dan berkebun campur mengalami peningkatan. Kebanyakan masyarakat di Kecamatan ini 
mengelola kayu dan kapulaga (kebun campur berbasis kayu), kayu dan kopi (kebun campur berbasis 
kopi), kopi dan kapulaga (kebun campur berbasis kopi), serta kayu, kopi dan kapulaga (kebun 
campur). Kebun kopi monokulturpun semakin meningkat jumlahnya pada era sekarang ini.  

3.4 Pola migrasi-keluar (merantau) 
Gambaran pola migrasi-keluar atau merantau di kecamatan Panjalu dan kecamatan Rajadesa telah 
dikemukakan secara lengkap dalam Mulyoutami (2014a) dan Fauziyah (2015). Secara ringkas pola 
tersebut meliputi 3 model: 

3.4.1 Perantau berbasis non lahan tanpa modal 

Merupakan kelompok perantau dari ekonomi menengah ke bawah, dengan kepemilikan lahan yang 
sangat rendah. Mereka pada umumnya memiliki motivasi untuk mencari uang tunai untuk pemenuhan 
kebutuhan harian serta upaya mengakumulasi modal untuk berusaha dan membuka kebun.  Tujuan 
merantau umumnya ke wilayah perkotaan (Bandung, Jakarta dan Tasikmalaya) dan menjadi karyawan 
toko dan karyawan usaha rongsokan besi. Model merantau ini terdapat baik di Kecamatan Panjalu 
maupun Kecamatan Rajadesa. Model merantau yang dilakukan oleh kelompok ini umumnya hanya 
sebagian anggota keluarga, apakah itu laki-laki saja atau perempuan saja. Perantau umumnya laki-
laki. Perempuan yang merantau terutama yang belum menikah. Pada saat mereka telah menikah, maka 
mereka memilih untuk berhenti bekerja di kota dan mengurus anak dan rumah tangganya. Anggota 
rumah tangga lainnya yang tidak merantau dan memilih menetap di desa biasanya tetap menjalankan 
usaha yang mereka punya di desa dan atau mengolah kebun yang mereka miliki. 

3.4.2 Perantau berbasis non lahan dengan modal 

Merupakan kelompok perantau dari ekonomi menengah ke atas dengan kepemilikan lahan medium. 
Mereka umumnya sudah memiliki sejumlah modal yang diperolehnya dari pekerjaan mereka 
terdahulu atau hasil dari kebun yang mereka olah ataupun berasal dari warisan/pemberian orang tua. 
Perantau model ini, sebagian besar membawa seluruh anggota keluarga dan hanya akan pulang ke 
desa tempat mereka berasal satu tahun satu kali, yaitu pada hari raya. Perantau utama umumnya 
adalah laki-laki. Jikapun ada perempuan yang ikut merantau, mereka umumnya tidak merantau secara 
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mandiri namun ikut anggota keluarga lainnya yang merantau. Pandjaitan (1990) menggambarkan 
kondisi di era 1990an untuk wilayah Kecamatan Rajadesa dimana perempuan yang merantau secara 
mandiri masih sedikit, kebanyakan dari mereka merantau bersama keluarga. Model merantau seperti 
ini lebih banyak dilakukan masyarakat di Kecamatan Panjalu, sangat sedikit yang terdapat di 
Kecamatan Rajadesa. Daerah yang dituju umumnya merupakan daerah perkotaan seperti di Bandung, 
Jakarta, dan Tasikmalaya. Usaha yang mereka lakukan pun hampir sama, yaitu usaha rongsokan besi. 
Nampak bahwa kesuksesan perantau sebelumnya dalam melakukan usaha rongsokan besi, serta 
jaringan yang mereka buat membuat perantau lainnya juga melakukan usaha yang sama.   

3.4.3 Perantau berbasis lahan 

Tipe perantau ini hanya ditemukan di Kecamatan Rajadesa. Lokasi utama yang mereka tuju adalah 
Sumber Jaya, Lampung, dengan sumber mata pencarian yang mereka lakukan adalah berkebun kopi. 
Merantau ke Lampung telah dilakukan sejak 30 tahun lalu. Migrasi-keluar ke berbagai daerah di 
Lampung ini masih berlangsung hingga kini, dan bersifat komutasi. Waktu merantau ke Lampung 
biasanya sekitar bulan April – May, dan mereka akan kembali sekitar bulan September. Waktu 
merantau ini disesuaikan dengan jadwal panen tanaman kopi di Lampung.  

Sejalan dengan perkembangan tanaman kopi, meluasnya upaya pembukaan lahan kebun kopi baru 
tidak hanya ke Lampung saja, namun juga ke wilayah desa dan kecamatan lain di sekitar Kecamatan 
Rajadesa serta wilayah lainnya yang memungkinkan. Sebagian dari mereka membuka dengan cara 
mengakses lahan PHBM yang dikelola Perhutani, biasanya di Desa Kertamandala, Kecamatan 
Panjalu, Kabupaten Kuningan, dan di Cilumping – Banyumas – Jawa Tengah), atau membeli lahan di 
daerah lainnya. Model merantau yang kemudian mereka lakukan berupa komutasi satu bulan satu kali 
atau tergantung kebutuhan, dan biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Musim ramai merantau 
ke daerah ini dilakukan pada musim panen kopi (Mei – Agustus). Pada saat itu kebutuhan tenaga kerja 
sedang tinggi dan hampir semua anggota rumah tangga ikut merantau untuk membantu.   

Satu hal penting yang membedakan pola merantau di Panjalu dan di Rajadesa adalah adanya sejarah 
merantau yang telah terlebih dahulu ada. Rajadesa sudah terkenal sebagai daerah dimana 
masyarakatnya banyak merantau ke Sumatra untuk bercocok tanam kopi, baik menjadi buruh tanam 
maupun mengusahakan lahannya sendiri. Sedangkan Panjalu, mereka lebih banyak menekuni usaha 
non-pertanian.  

Menarik untuk menelusuri lebih lanjut awal keberlangsungan merantau di Rajadesa. Salah seorang 
narasumber menyatakan bahwa awal merantau ini adalah saat terjadi pemberontakan DI/TII yang 
membuat sebagian masyarakat berpencar untuk mencari lokasi yang lebih aman untuk bertani. 
Pendapat lainnya menyebutkan bahwa, awal merantau ini adalah kesuksesan program transmigrasi di 
Lampung dengan masyarakat Jawa Barat sebagai salah satu kelompok transmigran. Hal ini berkaitan 
dengan temuan Kusworo (2014) bahwa di Sumber Jaya, gelombang kedatangan para migran dari 
wilayah Ciamis, Tasikmalaya dan sekitarnya berawal dari program BRN sekitar tahun 1950an, yaitu 
program pemerintah merelokasi veteran perang untuk mengolah lahan di daerah tersebut. Sejatinya, 
out-migrant Jawa Barat ini tidak semuanya merupakan veteran perang sebagaimana dikemukakan 
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oleh Heeren (1979), sebagian dari mereka adalah buruh pertanian dan sebagian lainnya para petani 
pengolah lahan. Program ini telah berhasil menarik migrasi-keluar spontan dari wilayah Jawa Barat, 
secara bergelombang. Era perpindahan yang terbesar ke Lampung terjadi sekitar tahun 1980 – 1990 
an.  

Perantau yang memilih berangkat ke kota, setelah mampu mengumpulkan uang (yang berarti mereka 
sudah berada di kelompok umur lebih dari 30 tahun), mereka dapat memulai usaha kebunnya. Pilihan 
berkebun dapat dilakukan di dalam desa, bilamana mereka masih memiliki tanah, maupun berkebun 
ke luar desa dengan mengikuti mekanisme PHBM di lahan kawasan negara yang dikelola oleh 
Perhutani. Sebagian lainnya, membeli lahan di luar desa dengan pertimbangan lahan yang mereka beli 
dapat untuk berkebun kopi. Pada kelompok perantau ini, perempuan dan laki-laki memiliki pola 
pengaturan merantau yang khas. Merantau rutin dilakukan oleh laki-laki untuk melakukan perawatan 
lahan dan tanaman, sedangkan merantau di satu waktu khusus dilakukan oleh seluruh anggota 
keluarga sebagai tenaga kerja membantu panen yang memerlukan tenaga kerja cukup besar.  

3.5 Struktur kepemilikan lahan 
Studi ini mencoba menelusuri kepemilikan lahan untuk setiap tipe lahan serta juga bukti legalitas dari 
status kepemilikan tersebut. Dari 125 rumah tangga yang diwawancara, 1409 plot lahan yang dimiliki 
oleh total rumah tangga di dokumentasikan. Rata-rata kepemilikan lahan per-rumah tangga untuk 
Kecamatan Panjalu adalah 5.6 plot dan untuk Kecamatan Rajadesa adalah 5.8 plot. Dokumentasi 
mengenai siapa yang memiliki lahan untuk setiap lahan di rumah tangga disusun dalam Tabel 1. 
Lahan yang dimiliki oleh perempuan sekitar 17% dari yang dimiliki laki-laki dengan rata-rata luasan 
lahan yang hampir sama. Kepemilikan lahan masih lebih didominasi oleh laki-laki. Sekitar 28% lahan 
milik laki-laki diperoleh dengan membeli dan 26% lainnya diperoleh dari warisan. Sementara 
perempuan dapat memiliki lahan dengan cara membeli (2%) atau dari warisan (hampir sekitar 9%). 
Lahan yang dimiliki secara bersama (responden memilih untuk tidak memilah apakah lahan tersebut 
milik perempuan atau laki-laki) dengan cara membeli sekitar 14.5% dan dari warisan sekitar 7.5%.  

 

Tabel 2. Struktur kepemilikan lahan untuk setiap tipe penggunaan lahan dalam rumah tangga petani 

Jenis lahan Bersama Laki-laki Perempuan Total 

% plot Rata2 luas % plot Rata2 luas % plot Rata2 luas % plot Rata2 luas 

Kebun campur 10.86% 0.29 29.12% 0.45 4.24% 0.21 44.21% 0.39 

Kolam ikan 4.82% 0.02 10.42% 0.03 1.94% 0.01 17.18% 0.03 

Pekarangan dan rumah 4.10% 0.03 10.28% 0.04 2.44% 0.03 16.82% 0.03 

Sawah 5.97% 0.12 12.94% 0.14 2.88% 0.08 21.78% 0.13 

Total 25.74% 0.16 62.76% 0.25 11.50% 0.11 100.00% 0.21 
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Sebagaimana di sebagian besar daerah pedesaan lain di Indonesia, masih sedikit masyarakat yang 
sudah memiliki surat kepemilikan tanah dari BPN atau Badan Pertanahan Negara. Hanya sekitar 3.7% 
dari 125 responden di kedua Kecamatan yang memiliki sertifikat BPN, dan sekitar 75% yang 
memiliki Letter C atau Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Dispenda Jawa 
Barat. Tabel 3 menunjukkan detail informasi mengenai surat pendukung kepemilikan lahan untuk di 
kedua kecamatan dengan disagregrasi data antara perempuan dan laki-laki. Data di Tabel 2 dan Tabel 
3 menunjukkan bahwa kepemilikan perempuan atas lahan sudah cukup diakui, meskipun legalitas 
kepemilikan atas nama perempuan baru sekitar 16%. Meski aturan BPN memungkinkan pencantuman 
nama perempuan sebagai pemilik lahan, namun kesepakatan dalam keluarga masih lebih berpihak 
kepada laki-laki. Laki-laki sebagai penopang ekonomi rumah tangga merupakan alasan utama bagi 
masyarakat mengapa pencantuman nama laki-laki lebih banyak dipilih.   

Tabel 3. Bukti legalitas untuk lahan yang dimiliki rumah tangga petani 

Legalitas kepemilikan Bersama Laki-laki Perempuan Total 

Akta jual beli 2 5 - 7 

PBB 267 664 127 1058 

Sertifikat BPN 19*, masih atas nama laki-laki 29 4 52 

Surat waris - - 2 2 

Tidak ada 73 189 28 290 

Total 361 887 161 1409 

Catatan: * masih menggunakan atas nama laki-laki sebagai pemilik lahan, atau sudah mencantumkan nama suami dan istri 

 

4. Perbedaan peran gender 
Diskusi mengenai perbedaan peran gender terutama difokuskan pada kegiatan pertanian atau 
perkebunan baik yang berbasis kayu (timber based farming practices) dan non kayu (non timber 
based farming practices). Perbedaan peran gender terlihat jelas kegiatan pertanian/perkebunan 
berbasis kayu. Pada kebun berbasis kayu, 80% pekerjaan dilakukan oleh laki-laki. Perempuan 
berperan mengolah kebun kayu terutama untuk membantu pekerjaan laki-laki dalam merawat kebun 
seperti aplikasi pupuk (mupuk) dan menyiangi tanaman liar (weeding – Inggris atau ngored - Sunda). 
Peran perempuan kecil di kebun kayu karena bilamana pohon kayu sudah tumbuh cukup besar tidak 
banyak lagi yang perlu dilakukan di kebun kayu. Kebun kayu umumnya dikelola tidak secara intensif, 
perawatan yang dilakukan hanya memupuk dan menyiang saja. Kegiatan panen kayu, biasanya sudah 
diserahkan kepada pemborong atau pembeli kayu, sehingga perempuan tidak perlu lagi banyak 
berkontribusi tenaga. Dalam panen, biasanya baik perempuan maupun laki-laki bersama-sama 
mengumpulkan ranting-ranting kering untuk kayu bakar. Lagipula panen pohon biasanya merupakan 
pekerjaan yang sangat berat, dan 90% dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki.  

Pada kebun yang berbasis non kayu, diantaranya kebun kopi dan lahan kapulaga, peran perempuan 
cukup besar. Di kebun kopi, perempuan memiliki peran cukup besar dalam panen dan proses paska 
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panen, serta juga dalam pemasaran. Di Kecamatan Rajadesa, besarnya peran perempuan dalam 
kegiatan panen kopi nampak pada tingginya tingkat migrasi-keluar (merantau) ke Lampung maupun 
ke berbagai daerah di sekitar kecamatan dimana kebun kopi berada (Areal Perhutani di Desa 
Kertamandala, Kecamatan Panjalu, dan Kuningan). Pada bulan Juni – Agustus dimana musim panen 
berada, baik laki-laki dan perempuan melakukan panen di kebun miliknya sendiri atau dengan 
maksud membantu panen di kebun orang lain sebagai tenaga kerja. Umumnya kegiatan panen 
dilakukan oleh suami dan istri beserta anggota keluarga yang tidak dibayar lainnya. Namun demikian, 
tidak sedikit pula orang yang mengupahkan kegiatan panen kepada tetangga atau kerabat yang tinggal 
berdekatan dengan lokasi kebun mereka. Demikian juga untuk kegiatan paska panen, mengupas dan 
menjemur, peran perempuan cukup tinggi. Namun demikian, tetap dalam pengelolaan kebun, laki-laki 
lebih banyak yang melakukan dan memiliki tanggung jawab besar.   

Peran perempuan di kebun dengan tanaman kapulaga juga tampak cukup besar. Tanaman ini dapat 
dipanen tiga kali satu tahun, dan yang kebanyakan melakukan perawatan dan pemanenan adalah ibu-
ibu. Termasuk juga dalam pemasaran, ibu-ibu memiliki peran cukup besar.  

Pada semua aktivitas kebun baik berbasis kayu maupun non kayu, aplikasi pupuk dilakukan dengan 
kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, sangat sedikit sekali perempuan (lebih 
kurang 5%) yang berperan dalam aplikasi pestisida.  Aplikasi pestisida membutuhkan keterampilan 
tersendiri serta juga kadang penyakit atau tanaman yang mengganggu berada di lokasi yang tidak 
terjangkau oleh perempuan. Selain itu, perempuan menyatakan bahwa mereka tidak terlalu paham 
tentang penyakit tanaman. Perempuan lebih berkenan untuk membantu menyiangi lahan, baik sebagai 
tenaga keluarga maupun sebagai buruh upahan.  

Di semua kebun, perempuan dan laki-laki dapat berperan sebagai tenaga keluarga maupun sebagai 
buruh upahan. Jam kerja yang secara umum diterapkan di kedua Kecamatan ini adalah separuh hari 
yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang, dan satu hari penuh yang dilakukan hingga pukul 3 sore. 
Perempuan umumnya bekerja separuh hari, dengan upah Rp. 20.000 – 25.000 sudah termasuk makan 
per-harinya. Laki-laki umumnya bekerja satu hari penuh dengan upah Rp. 45.000 – 50.000 sudah 
termasuk makan dan rokok.  Pekerjaan yang biasa diupahkan kepada perempuan baik di kebun kayu 
maupun kopi adalah pembersihan lahan, penanaman, aplikasi pupuk, panen, dan paska panen. 
Sedangkan pekerjaan yang dilakukan laki-laki adalah pembersihan lahan, membuat lubang tanam, 
aplikasi pupuk, pestisida dan herbisida serta juga panen, paska panen. Tingginya upah laki-laki 
terutama dikarenakan panjang waktu kerja yang sampai sore, sementara perempuan tidak 
mengerjakan sampai sore, meski jenis pekerjaannya hampir sama. Yang sangat jarang dilakukan oleh 
perempuan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah aplikasi pestisida.   
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Gambar 3. Peran perempuan dan laki-laki di lahan berbasis tanaman kayu 

 

Gambar 4. Peran perempuan dan laki-laki di lahan berbasis tanaman non kayu 

 

5. Gender dan ruang 
Dalam kaitannya dengan aktivitas mencari sumber penghidupan masyarakat peri-urban, pola ruang 
menentukan ruang gerak spasial setiap gender. Krishna (2004) memperkenalkan konsep 
‘genderscape’ yang melihat ruang gender yang ditentukan oleh praktek budaya yang dilakukan saat 
ini dalam mengelola lahan, sumber daya air, tanaman pangan dan hutan. Krishna (2004) menekankan 
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bahwa praktek tersebut berkaitan erat dengan struktur sosial yang terbangun dan terkembang antar 
ruang dan waktu melalui berbagai proses sosial.  Rochealau dan Edmunds (1997) melihat hubungan 
perempuan dan laki-laki dengan lahan dan kepemilikannya menggunakan proporsi ruang (spaces) dan 
tempat (places).  

Diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk melihat bagaimana pola ruang antar gender dan antara 
kelompok masyarakat (perantau/out-migrant dan bukan-perantau/stayer). Gambar 5 menunjukkan 
diagram terpencar (scatter) dari masing-masing kelompok yang dihasilkan dari proses diskusi. Secara 
umum ada tiga hal besar yang dapat disimpulkan dari gambar-gambar tersebut: 

5.1.1 Banyaknya orang bekerja di tiap tipe tutupan lahan 

Hubungan antara tipe tutupan lahan dengan banyaknya orang yang bekerja di setiap tipe lahan cukup 
kuat, terutama pada komunitas yang menetap di desa. Semakin rapat tutupan lahannya, semakin 
sedikit orang yang beraktivitas, terutama perempuan. Hubungan antara tipe tutupan lahan dan 
banyaknya aktivitas perempuan lebih erat dibandingkan dengan hubungan tutupan lahan dengan 
aktivitas laki-laki. Selain karena alasan keamanan yang dikemukakan baik oleh kelompok diskusi 
perempuan dan laki-laki, tutupan lahan yang rapat dan terdapat di desa pun sudah tidak lagi banyak, 
sehingga tidak banyak lagi aktivitas dilakukan di area ini. Saat ini, proporsi hutan di Kecamatan 
Panjalu hanya tersisa sekitar 2.3% dan di Rajadesa kurang dari 1%. Kebanyakan masyarakat 
beraktivitas di areal kebun campur berbasis kayu untuk Kecamatan Panjalu, dan di Kecamatan 
Rajadesa kebanyakan di kebun campur – coklat dan kayu. Namun demikian, kedua kelompok diskusi 
sepakat bahwa, bilamana luasan areal dengan tutupan lahan padat masih ada, sangat sedikit aktivitas 
yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang merantau tidak terlalu banyak yang 
beraktivitas di areal lahan dengan tutupan lahan padat jika dibandingkan mereka yang menetap di 
desa. Hal ini karena aktivitas merantau dan non pertanian masih menjadi alternatif penghidupan yang 
mereka prioritaskan.  
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Gambar 5. Pola ruang antar gender dan antar kelompok masyarakat dilihat dari 3 kondisi: (A) kerapatan pohon, 

(B) tingkat keamanan dan (C) jarak ke lahan dari tempat tinggal. 
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5.1.2 Jarak lahan dari tempat tinggal dan jumlah orang yang beraktivitas 

Perbedaan cukup terlihat antara kelompok diskusi perempuan dan laki-laki. Perempuan (baik yang 
merantau dan yang menetap di desa) melihat hubungan yang sangat kuat antara jarak lahan atau 
tempat bekerja dengan rumah tinggal. Kelompok diskusi laki-laki melihat hubungan yang tidak erat 
diantara keduanya. Bagi laki-laki pilihan ruang untuk bekerja sangat tergantung dari ketersediaan 
lahan dan areal bekerja mereka. Bagi masyarakat pekebun, dimanapun lokasi kebun yang mereka 
miliki, meskipun itu jauh, tetap harus mereka olah dan mereka tetap memiliki banyak kegiatan disana. 
Perempuan senantiasa mempertimbangkan lokasi dimana area kerja mereka berada yang 
memungkinkan mereka untuk tetap melakukan tanggung jawabnya mengurus anak dan kegiatan 
rumah tangga. Dengan demikian, semakin jauh lokasi lahan dari tempat tinggal mereka, maka 
semakin sedikit aktivitas mereka. Demikian juga pada masyarakat yang merantau keluar, 
pertimbangan kedekatan dengan keluarga dan rumah masih menjadi pertimbangan. Pilihan merantau 
akhirnya dilakukan dengan membawa serta keluarganya. Kecuali bagi perantau yang belum 
berkeluarga. 

5.1.3 Keamanan dan pilihan ruang bekerja 

Faktor keamanan, yaitu aman dari gangguan orang jahat, makhluk halus dan berbagai resiko kerja 
lainnya menjadi faktor yang cukup berpengaruh menentukan banyak sedikitnya laki-laki dan 
perempuan untuk mengakses suatu lahan terutama pada masyarakat yang tidak merantau. Semakin 
tidak aman lokasi lahan atau tempat mereka bekerja, maka semakin sedikit diakses baik oleh 
perempuan dan laki-laki baik secara berkelompok maupun perorangan. Gambaran yang berbeda 
nampak pada komunitas perantau. Pada komunitas ini, hubungan antara faktor keamanan dan jumlah 
orang yang beraktivitas tidak erat. Faktor keamanan tidaklah menjadi krusial, baik bagi kelompok 
perempuan maupun laki-laki, terutama bila mereka bekerja dalam kelompok.  

5.2 Faktor-faktor yang menentukan ruang yang dipilih 
Faktor yang menentukan ruang gerak perempuan dan laki-laki adalah tanggung jawab di rumah, 
tanggung jawab di masyarakat, keamanan, jarak tempat bekerja dengan rumah, serta kondisi fisik 
(Gambar 6). Tanggung jawab di rumah (domestic) adalah tanggung jawab yang harus dilakukan di 
dalam rumah, diantaranya mengurus anak, memasak, dan membersihkan rumah.  Tanggung jawab di 
masyarakat meliputi tanggung jawab bilamana ada kegiatan di masyarakat seperti kematian, 
pernikahan, dan gotong royong. Faktor keamanan meliputi rasa aman dari segala gangguan orang 
jahat, binatang, cuaca buruk, dan makhluk halus.  

Gambar 6 menunjukkan faktor fisik menjadi pertimbangan utama baik bagi perempuan dan laki-laki. 
Dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan, maka kemampuan fisik menjadi modal utama yang 
menentukan dimana lahan yang dapat mereka olah untuk dijadikan sumber penghidupan mereka. 
Faktor yang kedua meliputi faktor tanggung jawab, yaitu tanggung jawab di rumah dan di komunitas. 
Baik laki-laki dan perempuan menempatkan faktor tanggung jawab ini untuk menentukan dimana 
mereka akan banyak beraktivitas. Jika bagi perempuan tanggung jawab domestik lebih utama, maka 



 

19 

bagi laki-laki tanggung jawab di komunitas lebih utama. Perempuan memiliki tanggung jawab lebih 
dalam rumah tangga, sementara untuk di komunitas, terutama pada saat acara kematian, maka peran 
laki-laki dan perempuan cukup besar. Faktor keamanan menjadi faktor yang keempat, sebelum jarak 
dari lahan ke rumah.  

 

 

Gambar 6. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan ruang bagi setiap kelompok gender.  

Angka dalam grafik menunjukkan persentase responden. 

5.3 Preferensi gender terhadap lahan – AHP 
Memahami preferensi masing-masing kelompok gender terhadap jenis lahan yang mereka kelola di 
desa dilakukan dalam diskusi kelompok maupun dalam survey rumah tangga. Dengan mengadopsi 
metode AHP (Janudianto dkk 2014), diskusi dilakukan guna melihat bagaimana masing-masing 
gender dalam setiap tipologi masyarakat menentukan jenis lahan yang akan mereka ganti dengan 
penggunaan lahan yang lebih produktif secara ekonomi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan 
nilai eigen (nilai yang menunjukkan karakteristik atau ciri yang paling kuat untuk masing-masing 
variabel) yang akan menentukan lahan yang paling ingin diganti oleh setiap kelompok diskusi. 
Selanjutnya nilai eigen ini ditransformasi dengan membagi masing-masing nilai eigen terhadap total 
nilai eigen, sehingga didapatkan nilai persentase eigen suatu penggunaan lahan. Nilai persentase 
tertinggi menunjukkan kecenderungan tingginya peluang untuk mengubah lahan tersebut. 

Hasil AHP menunjukkan bahwa preferensi antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda. Semak 
belukar, lahan berumput (padang rumput) dan areal yang masih menyerupai hutan (semak belukar tua) 
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merupakan areal yang pertama kali akan dikonversi menjadi penggunaan lahan lain yang lebih 
produktif. Bagi masyarakat Panjalu (Gambar 7), karena areal berhutan sudah sangat sedikit, maka 
areal padang rumput dan semak belukarlah yang menjadi pilihan untuk dikonversi. Sedangkan di 
Rajadesa, perempuan akan mengubah areal semak belukar sebagai pilihan yang pertama, dan laki-laki 
lebih memilih areal semak yang sudah menyerupai hutan.  

 

Gambar 7. Preferensi lahan antar kelompok gender di lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis, garis 1: 1 

menunjukkan persepsi perempuan yang persis sama dengan persepsi laki-laki, dan huruf pada gambar 

menunjukkan tipe penggunaan lahan:  Sw=sawah,Kp=kopi, Kl=kelapa, Pk=pekarangan, Ky=kebun kayu, 

KC=kebun campur,Ka=kapulaga, Ke=kelapa, Rp=rpadang rumput, Bl=belukar dan Ht=areal berhutan   
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Gambar 8. Preferensi lahan yang akan dikonversi per-kelompok gender dalam tipologi perantau (out-migrant) 

dan bukan-perantau, garis 1: 1 menunjukkan persepsi perempuan yang persis sama dengan  

persepsi laki-laki, dan huruf pada gambar menunjukkan tipe penggunaan lahan:  Sw=sawah,Kp=kopi,  

Kl=kelapa, Pk=pekarangan, Ky=kebun kayu, KC=kebun campur,Ka=kapulaga, Ke=kelapa, Rp=rpadang rumput, 

Bl=belukar dan Ht=areal berhutan 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

Pe
re

m
pu

an
 (%

 e
ig

en
)

Laki-laki (% eigen) 

Migran Utama

Sw
Ko

KI
Pk

Ky

Ke

Ka
KC

Ht

Be

Pw

PR

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

Pe
re

m
pu

an
 (%

 e
ig

en
)

Laki-laki (% eigen) 

Migran keluarga

Ke

KoKl

Ht
Pk

Pw

Sw
KC

Ka

Be

Ky

PR

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

Pe
re

m
pu

an
 (%

 e
ig

en
)

Laki-laki (% eigen) 

Non migran

Sw
Ko

KI
Ky

Ke

Pw
Ka

KC
Ht

Be

Pk

PR



22 

Gambar 8 menunjukkan konsistensi di setiap tipologi perantau (out-migrant) dan bukan-perantau 
(stayer) bahwa perempuan akan cenderung mengkonversi lahan yang non produktif, atau semak-
belukar, sementara laki-laki cenderung memilih lahan yang masih cukup produktif, yaitu areal 
berhutan (tempat mencari kayu bakar) dan padang rumput (tempat menggembala). Pilihan laki-laki ini 
mempertimbangkan tingkat kesuburan lahan, dimana areal bekas hutan memiliki kesuburan yang 
lebih tinggi, dan dapat memberikan hasil yang lebih besar jika dibandingkan lahan bekas semak 
belukar. Pilihan pada rumput terutama dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk 
mengolahnya. Jika mereka mengubah semak belukar, biaya pembukaan lahan akan lebih tinggi 
sementara kesuburan tanahnya tidak terlalu tinggi. Jadi pilihan laki-laki lebih bersifat ekonomi. 
Sementara itu, perempuan memiliki argumen untuk mengubah semak belukar karena 
mempertimbangkan rendahnya manfaat langsung maupun tidak langsung dari lahan ini.  

Perbedaan yang cukup mendasar dari kedua kecamatan adalah pandangan mereka mengenai lahan 
palawija. Di Rajadesa, lahan palawija, karena bukan merupakan pendapatan yang utama dan 
memberikan pendapatan yang cukup tinggi, maka areal ini cukup menjadi prioritas untuk diganti 
bilamana mereka akan menanam tanaman lain yang lebih produktif. Termasuk juga lahan kapulaga, 
karena hanya memberikan hasil yang sedikit. Pendapatan dari kegiatan non pertanian, serta juga 
maraknya pembukaan lahan untuk kebun kopi membuat lahan-lahan tersebut kemudian diubah 
menjadi kebun kopi. Di Panjalu, lahan palawija cukup dipertahankan, bahkan mereka memiliki 
kecenderungan untuk mempertahankan lahan palawija daripada kebun campur.  

Sebagaimana hasil dari diskusi kelompok, hasil survey rumah tangga menunjukkan bahwa lahan 
kolam dan sawah yang paling dipertahankan di kedua kecamatan tersebut. Ditinjau dari tipologi 
perantau (out-migran) dan bukan-perantau/stayer (Gambar 8), terlihat jelas bahwa sawah dan kolam 
ikan senantiasa paling dipertahankan untuk tiap tipologi. Lahan sawah sangat penting bagi masyarakat 
sebagai sumber pangan keluarga dan merupakan simbol kesejahteraan. Jika di Panjalu terdapat 70% 
masyarakat yang memiliki sawah, dengan luasan rata-rata 0.5 - 2 ha, luasan sawah rata-rata di 
Rajadesa sekitar  0.5 – 1 ha dan dimiliki oleh 60% masyarakat. Kolam ikan hampir dimiliki oleh 90% 
masyarakat di kedua kecamatan tersebut. Kolam ini memiliki nilai yang cukup penting bagi budaya 
sunda, selain untuk memenuhi kebutuhan subsisten (makanan harian), sewaktu-waktu dapat dijual.  

Pekarangan merupakan lahan yang cukup dipertahankan di tiap kecamatan. Di Panjalu (Gambar 7), 
lahan pekarangan disebutkan hanya di kelompok diskusi perempuan. Bagi tiap rumah tangga di 
Panjalu, nilai pekarangan dianggap tinggi oleh kelompok perempuan, sementara bagi kelompok laki-
laki, nilainya lebih rendah. Sementara di Rajadesa, nilai yang diberikan kepada pekarangan sama 
antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, pekarangan tetap akan dipertahankan untuk tidak 
dikonversi menjadi tanaman lain, karena pekarangan memiliki fungsi penting sebagai warung hidup 
dan apotik hidup. Pekarangan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa harus 
mengeluarkan uang.  

Preferensi untuk mempertahankan kebun yang produktif, seperti kebun kayu dan kebun kopi serta 
kebun campur tampak lebih tinggi pada laki-laki. Mereka berpendapat bahwa bilamana lahan yang 
mereka miliki terbatas, maka lahan produktif itulah yang akan dicoba untuk ditingkatkan produksinya. 
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Perempuan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan lahan yang dapat memenuhi kebutuhan 
harian dan subsisten seperti sawah, kolam ikan, lahan palawija, dan kebun kelapa. Cukup terlihat 
bahwa preferensi laki-laki lebih berfikir untuk produksi dan perempuan lebih berfikir untuk 
keberlanjutan (sustainable).  

Gambar 8 mengindikasikan bahwa pada kelompok yang tidak merantau (bukan-perantau), nilai lahan 
antar satu dengan lainnya lebih dekat daripada kelompok yang merantau, baik mereka yang menjadi 
perantau utama maupun yang anggota keluarganya merantau (keluarga-perantau). Kelompok ini 
memiliki alternatif pendapatan dari non pertanian atau yang tidak secara langsung berhubungan 
dengan pertanian. Sementara pada kelompok yang tidak merantau (bukan-perantau), mereka 
umumnya tetap bertani dan berkebun, sehingga semua tipe lahan memiliki nilai penting yang hampir 
setara, dan tidak ada perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan.   

6. Sumber daya dan kesejahteraan manusia 
Kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan perlu diukur guna memetakan hasil 
pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Berbagai ukuran digunakan dan distandarkan untuk 
setiap daerah guna membandingkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di berbagai latar 
budaya, sosial, dan lingkungan masyarakat. Namun demikian, karena ukuran yang digunakan 
merupakan ukuran standar di berbagai wilayah, seringkali itu tidak terlalu tepat menggambarkan level 
kualitas hidup manusia. Studi ini berupaya melihat ukuran yang standar digunakan dengan 
menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks 
Pemberdayaan Gender. Namun demikian, ukuran yang bersifat subyektifs dan spesifik lokal 
digunakan untuk memberikan potret yang lebih utuh mengenai kondisi gender.  

6.1 Disparitas gender dalam kualitas pembangunan  
BPS dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengeluarkan publikasi mengenai disparitas gender dalam 
pembangunan Indonesia dengan menggunakan data yang dikeluarkan BPS untuk indeks 
pembangunan manusia, indeks pemberdayaan gender, dan indeks pembangunan gender. Tulisan ini 
secara khusus mengkaji bagaimana disparitas gender yang terjadi di provinsi Jawa Barat dengan 
Kabupaten Ciamis sebagai titik perhatiannya.  

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan manusia yang ditinjau 
dari beberapa dimensi kehidupan manusia. Dimensi pertama adalah peluang hidup sehat dan panjang 
umur yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Indeks pendidikan merupakan dimensi yang 
kedua yang diukur dengan angka melek huruf (literacy) pada orang dewasa yang dikombinasikan 
dengan lamanya waktu dalam mengenyam pendidikan formal (rata-rata lama sekolah atau school 
length). Dimensi yang terakhir merupakan dimensi kesejahteraan secara ekonomi yang diukur melalui 
standar kehidupan layak. Standar ini diukur dari pengeluaran per-kapita yang telah disesuaikan. 
Indeks pembangunan gender menggunakan dimensi dan angka indeks yang sama dengan indeks 
pembangunan manusia, namun dengan menggunakan data yang disagregrasi sex. Perbedaan yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
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cukup penting dicatat adalah dalam mengukur sumberdaya ekonomi, IPM menggunakan standar 
hidup layak, IPG menggunakan kontribusi dalam pendapatan. Indeks ini menunjukkan apakah 
masing-masing indikator itu tersebar secara merata di masing-masing sex/gender. Indeks 
pembangunan manusia yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mampu 
meningkatkan kualitas hidup manusia, demikian juga dengan indeks pembangunan gender. Selisih 
antara indeks pembangunan manusia dan gender akan menunjukkan apakah pembangunan yang 
berlangsung mampu meningkatkan kualitas hidup kedua sex/gender. Selisih yang besar menunjukkan 
bahwa pembangunan tersebut masih memiliki disparitas yang tinggi dimana hanya salah satu 
sex/gender saja yang berhasil meningkat kualitas hidupnya.  

Indeks pemberdayaan gender merupakan indeks untuk melihat partisipasi gender dalam kegiatan 
politik, pengambilan keputusan dan sumber daya ekonomi (penghasilan). Indikator yang digunakan 
adalah proporsi perempuan dan laki-laki dalam parlemen, proporsi perempuan dan laki-laki sebagai 
profesional, teknisi, dan pimpinan, serta estimasi penghasilan perempuan dan laki-laki. Tingginya 
nilai IDG menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan relatif setara.  

Gambar 9 menunjukkan kondisi disparitas gender dalam pembangunan manusia berdasarkan data 
IPM, IPG dan IDG untuk tingkat kota di Jawa Barat (BPS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, 2012). Kwadran 1 merupakan kelompok kota yang memiliki selisih IPM dan 
IPG yang berada di atas standar nasional (4.77) dan nilai IPG yang dibawah nilai IPG nasional 
(70.07). Disparitas gender masih terlihat cukup tinggi dan peran serta perempuan dalam parlemen dan 
pengambilan keputusan masih lebih rendah daripada pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. 
Kabupaten Ciamis, Kota Bandung sebagai ibukota provinsi, dan Provinsi Jawa Barat berada di 
kuadran ini. Kabupaten Ciamis, berada di titik terbawah yang menunjukkan bahwa disparitas gender 
dalam pembangunan masih lebih baik jika dibandingkan ibukota dan provinsi sendiri. Meski demikian 
representasi perempuan dalam parlemen masih lebih rendah. Kota Depok terlihat paling baik diantara 
kota dan kabupaten yang lain. Representasi gender sudah lebih setara dengan nilai yang hampir 
mencapai 80.  

Jika indeks tersebut dibedah untuk masing-masing indikatornya, rendahnya nilai IPG terutama 
disebabkan oleh rendahnya kontribusi perempuan terhadap pendapatan. Kontribusi perempuan hampir 
separuh (33.8%) dari kontribusi laki-laki (66.1%). Di Kabupaten Ciamis, dan juga sebagian besar 
kota/provinsi lainnya Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. AHH 
di Ciamis untuk perempuan 69.50 tahun dan untuk laki-laki 65.55 tahun. Untuk angka melek huruf 
dan lamanya masa sekolah, laki-laki cenderung lebih tinggi namun dengan perbedaan yang tidak 
terlalu mencolok. Angka melek huruf laki-laki 99.15% dan perempuan 97.12%, sedangkan lama 
sekolah laki-laki 7.88 tahun dan perempuan 7.44 tahun.  
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Gambar 9. Penilaian disparitas gender melalui IPM, IPG, dan IDG di Provinsi Jawa Barat.  

Sumber data dari BPS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012.  

6.2 Ukuran kualitas hidup dan kondisi saat ini 
Telah disebutkan di muka bahwa ukuran kualitas masyarakat yang bersifat subyektif perlu dilakukan 
untuk melihat seberapa besar mereka menilai kualitas hidup, dan bagaimana perbedaan antara laki-
laki dan perempuan. Studi ini juga ingin melihat ukuran-ukuran spesifik daerah yang digunakan untuk 
menentukan tingkat kualitas hidup masyarakat dalam bentuk kepuasan dan kebahagiaan. Kualitas 
hidup subyektif ini merupakan salah satu wujud budaya yang merupakan proses pengalaman 
sekelompok masyarakat dalam hubungannya dengan lingkungan (alam, fisik, dan sosial) (Sumarti 
1999:32).  

Sejatinya, studi ini mencoba membidik mengenai kualitas hidup manusia, dimana kesejahteraan 
menjadi salah satu penentu kualitas seseorang. Namun, dalam proses diskusi bersama masyarakat 
desa yang dikaji, kualitas hidup sering diartikan sebagai tingkat kesejahteraan. Selanjutnya istilah 
kualitas seringkali disetarakan maknanya dengan kesejahteraan namun dengan penekanan bahwa 
kesejahteraan/well-being tetap merupakan bagian dari kualitas hidup (quality of life) seseorang.  

Hasil diskusi kelompok terpilah gender dan terpilah status perantau (perantau, keluarga-perantau, 
bukan-perantau) menunjukkan beberapa perbedaan ukuran penentu kualitas hidup manusia yang 
bersifat subyektif. Masing-masing ukuran yang dikemukakan oleh peserta diskusi dihitung 
menggunakan metode analisis hierarki proses (Janudianto 2014) hingga memunculkan nilai eigen. 
Nilai eigen yang tinggi menjadi penentu bahwa faktor tersebut cukup penting dan menjadi ciri khusus 
dari faktor/variable tertentu bagi masyarakat.  
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Gambar 10. Faktor-faktor (capital) yang menentukan ukuran kualitas hidup manusia yang subyektif 
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Gambar 10 merupakan hasil dari analisis pengelompokan faktor-faktor yang dapat mengukur kualitas 
hidup manusia. Laki-laki dan perempuan baik perantau dan bukan-perantau memiliki penekanan yang 
berbeda mengenai faktor yang dapat menjadi ukuran kualitas hidup manusia. Pendidikan menjadi 
faktor yang secara langsung dan tidak langsung disepakati baik oleh laki-laki maupun perempuan 
(Gambar 10A). Lahan dan pendapatan memiliki nilai yang cukup besar dan hubungannya sangat 
dekat dengan laki-laki daripada dengan kelompok diskusi perempuan. Faktor yang cukup penting 
dengan kelompok diskusi perempuan adalah aset, meski demikian variasi datanya cukup besar. 
Perempuan beranggapan bahwa aset seperti kepemilikan dan bentuk rumah, mobil dan jenisnya, 
kelengkapan perabotan rumah tangga merupakan indikator seseorang dianggap berkualitas hidupnya.  
Pekerjaan juga merupakan faktor yang disepakati oleh kedua gender, meski demikian faktor ini tidak 
menjadi faktor utama untuk skala data yang melibatkan pendapat kelompok laki-laki. 

Di Kecamatan Panjalu, pengelompokan pendapat mengenai ukuran kesejahteraan lebih kepada 
kesamaan status merantau (Gambar 10B). Baik laki-laki dan perempuan yang merantau sependapat 
bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting. Selain itu pendapatan juga menjadi ukuran yang 
cukup penting meski bukan utama bagi kelompok bukan-perantau. Kelompok masyarakat yang 
merantau lebih menekankan pada aspek jenis pekerjaan dan kepemilikan lahan. Sebagian dari mereka 
juga melihat aset menjadi faktor yang penting.  

Di Kecamatan Rajadesa, masing-masing gender dan tipologi status merantau memiliki pendapat yang 
sangat beragam. Namun demikian, Gambar 10C menunjukkan bahwa lahan dan pendapatan 
merupakan dua faktor utama dalam mengukur kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan. 

Berdasarkan ukuran secara subyektif tersebut, masyarakat diminta untuk memberikan penilaian secara 
umum mengenai kondisi kualitas hidup di desa mereka. Informasi ini dapat memberikan gambaran 
bagaimana masyarakat menilai kualitas hidup perempuan dan laki-laki di dalam kelompok masyarakat 
tersebut. Gambar 11 menunjukkan hasil dari perkiraan proporsi penduduk perempuan dan laki-laki 
dan setiap tipologi masyarakat untuk masing-masing tingkatan kualitas hidup, yaitu rendah, menengah 
dan tinggi. Sebagian besar perempuan (45.6%) berada di kelompok masyarakat dengan kualitas hidup 
rendah dari ketiga faktor pengukur kualitas hidup (kepemilikan lahan, pendapatan, dan pendidikan). 
Laki-laki paling banyak berada di kelompok medium (41%) dan yang di kelompok kualitas hidup 
tinggi berkisar antara 29%.  

Dari penilaian subyektif masyarakat, rendahnya kualitas hidup perempuan disebabkan karena 
pendapatan perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Bagi masyarakat, 
kepemilikan lahan perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda, meski secara umum laki-laki memiliki 
lahan lebih banyak/luas jika dibandingkan perempuan. Hal yang perlu dicatat untuk analisis yang 
lebih jauh, data ini tidak menunjukkan status legal kepemilikan tanah yang diwujudkan dalam nama 
pada sertifikat, hanya status kepemilikan normatif. Namun demikian, hal ini sejalan dengan beberapa 
temuan dalam wawancara rumah tangga, bahwa kepemilikan terhadap tanah untuk perempuan 
memang cukup diakui, terutama tanah yang diperoleh dari warisan. Untuk tingkat pendidikan, data 
yang merupakan persepsi ini dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh dari survey rumah 
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tangga. Meski secara umum memang tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, 
namun perbedaannya tidak signifikan berbeda secara statistik.  

 

Gambar 11. Persepsi masyarakat atas kondisi kualitas hidup pada masing-masing  

ukuran kualitas hidup subyektif yang utama 

6.3 Penilaian petani atas kondisi saat ini  
Bagian ini memberikan gambaran bagaimana laki-laki dan perempuan merespon kondisi 
kesejahteraan yang mereka rasakan selama ini. Gambaran respon ini penting untuk melihat apakah 
stereotipe gender memang berlaku pada masyarakat di Jawa Barat, dengan gambaran masyarakat yang 
lebih spesifik yaitu masyarakat pekebun dan perantau. Dalam ranah gender, gambaran kesejahteraan 
masyarakat dan bagaimana mereka merespon kondisi mereka mampu menunjukkan bagaimana 
kualitas hidup masyarakat yang mungkin berbeda antar gender. Studi ini juga ingin melihat kekhasan 
antar gender (jika ada) mengenai situasi dan kondisi mereka yang menjadi latar belakang 
kesejahteraan mereka. Studi ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai bagaimana pola 
pembangunan yang lebih ramah gender sehingga dampak dari pembangunan tersebut dapat lebih 
seimbang bagi perempuan dan laki-laki.   

Gambaran ini diawali dengan mengungkapkan bagaimana kondisi kesejahteraan di setiap tipologi 
kelompok masyarakat untuk berbagai kategori kehidupan yang meliputi beberapa aspek dasar dalam 
kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, pendapatan dan kehidupan sosial dan 
agama. Persepsi responden ditunjukkan dengan melihat tingkat kepuasan mereka terhadap kondisi 
kesejahteraan mereka untuk setiap aspek (satisfaction factor). Selain itu kebahagiaan (happiness) 
mereka dalam merespon kondisi kesejahteraan juga dilihat. Terakhir, adalah tingkat optimisme 
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(optimism) responden, apakah dengan kondisi saat ini mereka bisa yakin bahwa masa depan mereka 
akan lebih baik. Tingkat kepercayaan dari respon responden dan proses diskusi sekitar 85% dengan 
pertimbangan cara bertanya yang berbeda antar interviewer dan juga situasi dan kondisi wawancara 
yang sangat mempengaruhi jawaban dari responden.  

6.3.1 Pendidikan 

Secara keseluruhan, di lokasi penelitian, tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. 
Data ini dilihat dari lamanya waktu yang ditempuh dalam mengenyam pendidikan untuk seluruh 
anggota keluarga responden.  Secara statistik, perbedaan lama pendidikan antara laki-laki dan 
perempuan yang berbeda secara nyata (menggunakan Mann Whitney) adalah di Kecamatan Rajadesa 
dan pada tipologi/kelompok masyarakat yang merantau, dengan responden sebagai perantau (lihat 
Tabel 1). Nampaknya kesempatan pendidikan di Kecamatan Rajadesa masih lebih tinggi untuk laki-
laki daripada untuk perempuan. Namun demikian, pada kelompok masyarakat yang tidak merantau, 
perempuan memiliki kecenderungan lama sekolah yang lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan 
pada kelompok bukan-perantau ini memiliki peluang bersekolah sedikit lebih lama, karena mereka 
tidak merantau. Sedangkan kaum laki-lakinya, meski tidak merantau, mereka biasanya memilih 
langsung terjun bekerja di kebun atau bekerja di kegiatan non-pertanian yang ada di desa.    

Jika kita melihat Gambar 12, dimana lamanya masa sekolah di setiap rentang umur dibedakan, terlihat 
bahwa dari tahun ke tahun, perempuan mulai mengenyam pendidikan formal di sekolah lebih lama. 
Kesempatan sekolah yang mulanya diprioritaskan untuk laki-laki sekarang mulai memprioritaskan 
perempuan. Kesadaran kesetaraan gender mulai muncul di masyarakat. Hanya saja, jika melihat data 
per-kecamatan, memang di Kecamatan Rajadesa, meningkatnya lama belajar perempuan baru mulai 
dirasakan oleh generasi yang berusia 16 – 20 tahun. Di Kecamatan Panjalu, meningkatnya lama 
belajar perempuan sudah mulai dirasakan oleh generasi yang saat ini berusia 36 – 40 tahun. Analisis 
lebih jauh menarik untuk dilakukan, untuk melihat perbedaan di kedua kecamatan ini apakah memang 
dipengaruhi oleh pola migrasi-keluar yang juga berbeda. Studi ini belum mencoba menelusuri 
perbedaan tersebut.  

Tabel 4 Lamanya masa sekolah dan hasil uji statistik 

Kelompok Laki-laki Perempuan  Beda nyata pada nilai  
alfa 0.05 
(Mann Whitney) 

 Per-Kecamatan Kecamatan Panjalu 7.03 6.9 
 

Kecamatan Rajadesa 7.43 6.97 Ya 

Total 7.14 6.88 
 

Per-Tipologi 
masyarakat 

Migran utama 7.3 6.79 Ya 

Migran - anggota keluarga 7.48 7.38 
 

Bukan-perantau 6.73 6.77 
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Gambar 12. Lama masa sekolah untuk setiap kategori umur di masing-masing Kecamatan 

Respon responden terhadap situasi dan kondisi pendidikan yang mereka alami saat ini secara umum 
hampir mirip antara laki-laki dan perempuan. Level kepuasan, kebahagiaan dan optimisme hampir 
sama diantara masing-masing gender. Dari hasil observasi lapangan dan tinjauan data dari Kecamatan 
Dalam Angka, fasilitas pendidikan di kedua kecamatan sudah baik. Sekolah hingga tingkat SMA 
tersedia di setiap kecamatan. Pilihan sekolah ke lokasi sekolah yang lebih jauh pun dilakukan, 
terutama untuk rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi.  

6.3.2 Kesehatan 

Data yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat di kedua kecamatan diperoleh dari data 
semua anggota rumah tangga yang menjadi responden. Dalam satu tahun terakhir ini, ada sekitar 
51.59% perempuan dari total anggota rumah tangga responden yang mengakses pelayanan kesehatan 
masyarakat seperti bidan desa, puskesmas, dokter praktek terdekat, maupun rumah sakit. Data di 
kedua kecamatan menunjukkan perbedaan yang cukup menarik, dimana di Kecamatan Panjalu, laki-
laki justru lebih banyak (53,37%) mengakses sarana kesehatan tersebut, sementara di Kecamatan 
Rajadesa, perempuanlah yang lebih banyak mengakses, dengan presentasi berkisar 57%. Jika dipecah 
ke dalam kelompok umur sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 13, sarana kesehatan diakses oleh 
masyarakat dalam kelompok umur 19 – 60 tahun. Di Kecamatan Panjalu, terlihat jelas bahwa 
perempuan dan laki-laki pada kelompok umur 41 – 60 tahun paling banyak mengakses sarana-sarana 
kesehatan, baik untuk kasus kecelakaan maupun penyakit. Di Rajadesa, potret yang ditampilkan 
sedikit berbeda, perempuan di usia 19 – 40 tahun yang banyak mengakses sarana kesehatan, 
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sementara laki-laki dan perempuan di rentang umur 41 – 60 tahun tidak terlalu jauh berbeda 
jumlahnya dalam mengakses sarana kesehatan.  

 

Gambar 13. Persentase anggota rumah tangga responden yang mengakses  

sarana kesehatan satu tahun terakhir berdasarkan kelompok umur 

Tingkat kepuasan responden di kedua kecamatan terhadap kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan 
mereka saat ini cukup signifikan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya perempuan 
merasa lebih puas daripada laki-laki. Perbedaan yang cukup signifikan antara perempuan dan laki-laki 
juga ditemukan di kelompok masyarakat yang merantau dengan migran utama adalah responden yang 
bersangkutan, serta di masyarakat bukan-perantau. Sementara itu, tingkat bahagia dalam menghadapi 
kondisi kesehatan mereka terkini tidak terlalu signifikan berbeda antara perempuan dan laki-laki. 
Untuk tingkat optimisme, perbedaan yang signifikan adalah pada kelompok masyarakat yang tidak 
merantau. Meski demikian data untuk tiap kecamatan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.  

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kurang puasnya laki-laki adalah beberapa pelayanan 
kesehatan yang meski dekat dan mudah diakses namun secara kualitas rendah. Mereka mengharapkan 
adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang berada di lokasi mereka. Sebagian responden lainnya 
menyatakan bahwa bilamana mereka menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka 
mereka harus mengakses sarana kesehatan yang lokasinya jauh dari desa. Namun demikian, sejatinya 
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hal ini tergantung dari jenis penyakit yang dihadapi oleh responden. Nampaknya, jika kondisi 
penyakit semakin parah ataupun pada kasus kecelakaan, pelayanan kesehatan di tingkat desa dan 
kecamatan masih belum cukup memadai. Pendapat seperti itu bukannya tidak muncul dari responden 
perempuan, namun karena kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa sarana yang ada memang 
yang paling mungkin mereka akses. Jika mereka harus mengakses sarana kesehatan yang lebih jauh 
dan lebih baik maka biayanya akan lebih tinggi.   

6.3.3 Lingkungan 

Observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa kondisi lingkungan alam di kedua 
kecamatan berada dalam kondisi yang baik. Dari segi kesuburan tanah, 71% responden menilai 
kondisi tanah di desa mereka cukup subur, sementara yang berpendapat bahwa kondisi tanah mereka 
sama sekali kurang subur ada sekitar hampir 14%. Dari segi kualitas udara, sebesar 72.0% 
menyatakan bahwa kondisi udara di desa mereka cukup baik, dan 21% menyatakan kondisinya sangat 
baik. Dari segi keragaman hayati, 54.7% masyarakat menilai bahwa jenis tanaman di desa mereka 
masih cukup beragam dengan kelimpahan yang juga masih cukup banyak. Sekitar 22.7% menilai 
bahwa tanaman yang ada di desa mereka sudah mulai berkurang keragamannya, dan sisa responden 
lainnya berpendapat bahwa kondisi keragaman hayati sudah sangat berkurang.   

Secara umum, dalam menilai lingkungan baik laki-laki maupun perempuan hampir sama dan tidak 
ada perbedaan secara signifikan, meski secara umum perempuan memberikan apresiasi lebih terhadap 
tingkat kepuasan, bahagia dan optimisme menuju lingkungan lebih baik. Perbedaan apresiasi antara 
perempuan dan laki-laki terdapat di Kecamatan Panjalu, dimana perempuan yang lebih banyak tinggal 
di desa merasa lebih dekat dengan lingkungannya dibandingkan dengan laki-laki yang banyak 
merantau.  

6.3.4 Kehidupan sosial 

Kegiatan di desa merupakan satu bentuk modal sosial yang memungkinkan masyarakat desa sebagai 
masyarakat patembayan untuk bekerja bersama dan gotong royoung memecahkan segala 
permasalahan sosial. Berbagai diskusi menyebutkan bahwa modal sosial di pedesaan lebih kuat 
daripada di daerah perkotaan yang masyarakatnya lebih heterogen. Bagian ini mencoba melihat 
bagaimana potret kehidupan sosial/bermasyarakat dan bagaimana setiap rumah tangga petani 
berkiprah di dalamnya. Di Kabupaten Ciamis secara umum, dan di Kecamatan Panjalu dan Rajadesa, 
hampir semua lapisan masyarakat berkiprah dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan utama 
yang ada di desa adalah kegiatan gotong royong dalam membangun fasilitas umum, kelompok 
keagamaan (yasinan, qasidah, dan pengajian rutin), kelompok olah raga yang tergabung dalam 
kegiatan kepemudaan, kelompok tani dan kelompok profesi lainnya (kelompok petani kopi, petani 
kayu, petani kolam/tambak, dan peternak), arisan atau kelompok pemodalan, serta juga yang aktif 
dalam kelembagaan formal dan non formal di desa, dan yang terakhir adalah kelompok PKK.  

Secara umum, keterlibatan perempuan dalam kelompok kemasyarakatan masih lebih rendah dari laki-
laki. Hal ini terutama terlihat pada kegiatan kelompok tani atau kelompok profesi dimana keterlibatan 
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perempuan hanya sekitar 22%. Di dalam persentase ini, terdapat satu kelompok profesi yang memang 
dibentuk khusus untuk perempuan. Namun demikian, keterwakilan perempuan di dalam kelompok 
tani yang bukan khusus untuk perempuan cukup rendah. Salah satu faktornya diperkirakan karena 
masih dianggap rendahnya peran perempuan dalam kegiatan pertanian atau perkebunan. Perwakilan 
perempuan yang memiliki jabatan atau menjadi aparat pemerintahan desa dan berbagai organisasi 
terkait pembangunan desa lainnya pun masih cukup kecil (14.8%).  Aparat pemerintahan desa masih 
didominasi oleh laki-laki. Perempuan bisa menjadi aparat namun masih dalam posisi pekerjaan yang 
bersifat administratif, belum ada yang menempati posisi strategis.   

Kelompok PKK merupakan kelompok khusus perempuan dimana perempuan dibina melalui berbagai 
kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan keterampilan memasak, kerajinan tangan, dan 
pengasuhan anak. Tidak semua masyarakat terlibat dalam kelompok PKK, hanya sebagian masyarakat 
yang aktif yang terlibat dalam kegiatan PKK. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan keagamaan di 
kedua kecamatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Pengajian rutin kebanyakan 
dilakukan di waktu pagi hari dan hampir di setiap dusun sehingga memungkinkan bagi perempuan 
untuk ikut serta.  

Tingkat kepuasan, kebahagiaan dan optimisme responden dalam menjalani kehidupan sosial yang 
dirasakan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Meski demikian perbedaan diantara keduanya 
tidaklah nyata secara statistik (menggunakan Mann Whitney).  

6.3.5 Pendapatan 

Studi ini melihat dari keseluruhan pendapatan rumah tangga yang ada, berapa besar kontribusi 
perempuan dan kontribusi laki-laki. Namun demikian, dalam sebagian wawancara yang dilakukan, 
baik perempuan maupun laki-laki enggan menyebutkan pendapatan mereka merupakan kontribusi 
perempuan atau laki-laki saja, namun sebagai kontribusi bersama. Selanjutnya, pembahasan dalam 
bagian ini akan melihat seberapa besar kontribusi perempuan, laki-laki dan bersama berdasarkan 
persepsi para responden. Yang disebut sebagai kontribusi bersama adalah pendapatan yang menurut 
persepsi responden tidak dapat dipilah apakah pendapatan tersebut berasal dari laki-laki dan 
perempuan. Sekitar 12% dari pendapatan rumah tangga merupakan kontribusi perempuan, dan 53% 
merupakan kontribusi laki-laki, dan sisanya adalah pendapatan bersama. 

Dalam pendapatan rumah tangga, kontribusi perempuan sudah cukup diperhitungkan meski dalam 
banyak hal nilai kontribusinya masih terlihat kecil. Pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari 
sumber penghidupan kegiatan agroforest atau kebun campur umumnya dianggap merupakan 
pendapatan laki-laki (disebutkan oleh 38.7% responden) dan atau pendapatan bersama (disebutkan 
oleh 38.8% responden). Hanya sekitar 16.3% responden yang menyebutkan bahwa pendapatan dari 
kegiatan kebun dan mengambil hasil hutan sebagai pendapatan perempuan. Kontribusi pendapatan 
dari perempuan umumnya dinyatakan berasal dari sumber pendapatan dari sawah atau tanaman 
hortikultur, pendapatan non pertanian seperti dari salon, warung, dan menjual perhiasan yang memang 
umum dilakukan oleh perempuan, serta buruh tani. Sebagian besar pengamat gender menyebutkan 
bahwa ini bisa memperkuat stereotipe yang diberikan dimana perempuan lebih cocok untuk pekerjaan 
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bertani yang di dekat rumah dan berhubungan dengan tanaman pangan, sementara laki-laki lebih 
cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan tanaman komoditi. Pendapatan laki-laki dari 
sumber penghidupan non pertanian kebanyakan dikontribusikan dari jenis pekerjaan bengkel, usaha 
dagang skala besar (jual-beli/tauke kopi dan tanaman komoditi lainnya, terutama kayu), ojeg atau 
usaha transportasi lainnya. Hal ini tentu saja sesuai dengan bidang kerja yang umum diakses oleh laki-
laki.  

Data menunjukkan bahwa nilai pendapatan laki-laki lebih besar dari nilai pendapatan perempuan. Jika 
rata-rata pendapatan laki-laki di Panjalu sekitar Rp 6,539,531  dari pendapatan perempuan, maka 
pendapatan perempuan sekitar 50.8% dari pendapatan tersebut. Informasi ini menunjukkan bahwa 
jenis pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan laki-laki memiliki nilai jumlah pendapatan yang 
lebih tinggi, sedangkan pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan, lebih bersifat mendukung 
pemenuhan kebutuhan subsisten. Padi, sebagai tanaman pangan, biasa dihasilkan secara subsisten 
oleh perempuan, dan jika ada hasil yang bisa melebihi kebutuhan pangan tahunan barulah dijual. 

Dalam merespon besar kecilnya pendapatan yang diperoleh para responden dalam studi ini, 
perempuan dan laki-laki memberikan respon yang relatif sama secara umum, namun di masing-
masing kecamatan terdapat sedikit perbedaan yang cukup signifikan. Di Kecamatan Rajadesa, laki-
laki lebih merasa puas (dengan nilai eigen untuk kepuasan 2.25) dibandingkan dengan perempuan 
(1.93), dengan perbedaan yang signifikan secara statistik (dengan alpha 0.05). Sedangkan di 
Kecamatan Panjalu, perempuan justru merasa lebih puas (nilai eigen untuk kepuasan 2.15 dan laki-
laki dengan nilai eigen untuk kepuasan 1.79) dengan perbedaan yang cukup signifikan. Nilai eigen 
untuk bahagia dan optimisme tidak signifikan berbeda antara laki-laki dan perempuan.  
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Tabel 5 Kontribusi perempuan, laki-laki dan bersama (laki-laki dan perempuan) di dalam pendapatan rumah tanggi per-tipologi masyarakat (dalam rupiah per-tahun) 
 

Panjalu Rajadesa Total 

Laki-laki Perempuan Bersama Laki-laki Perempuan Bersama Laki-laki Perempuan Bersama 

Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 

Migran utama 20,036,250  9,334,375  10,863,333  17,387,784  6,341,209  17,638,303  5,126,190 2,710,778 3,299,410 

Migran anggota 
keluarga 

16,270,486  4,938,471  9,357,143  13,130,000  3,803,100  8,594,556  7,757,091 3,802,000 6,168,197 

Bukan-perantau 18,923,563  5,982,596  16,470,833  16,611,818  7,068,929  11,907,712  6,811,716 3,221,677 4,217,526 

 

Tabel 6 Kontribusi perempuan, laki-laki dan bersama dalam setiap struktur pendapatan rumah tangga (dalam rupiah per-tahun) 

 Panjalu   Rajadesa   Total   

Laki-laki Perempuan Bersama Laki-laki Perempuan Bersama Laki-laki Perempuan Bersama 

Pertanian 2,370,410 945,238 3,753,596 1,918,333 1,480,833 2,226,558  2,296,095 1,192,436 2,799,197 

Hutan/Agrofrestri 3,505,533 708,333 3,594,118 5,060,879 1,161,206 6,713,187  4,256,390 1,004,442 6,110,639 

Peternakan 3,816,167 306,563 5,291,071 3,166,818 970,750 1,560,927  3,556,427 749,354 2,935,191 

Pertanian bukan 
lahan 

5,197,067 5,711,641 18,740,714 10,203,898 7,597,632 8,686,667  12998582.09 6,642,390 11,885,682 

Non-pertanian 5,417,167 2,558,636 6,983,333 3,791,000 2,498,889 2,421,000  4604083.333 2,531,750 3,665,273 

Remittances 4,971,429 5,145,000 6,818,438 12,717,241  5,653,846  8912280.702 5,204,348 6,482,000 
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7. Perempuan dan laki-laki: ketimpangan vs 

kesejahteraan? 
Berbicara masalah gender di Indonesia tidak seperti membicarakan isu gender seperti di berbagai 
negara lain yang memang menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi antara laki-laki dan 
perempuan. Seperti di India, dengan berbagai fakta yang menunjukkan bahwa perempuan mendapat 
kesempatan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Di Indonesia secara umum, dan 
khususnya di lokasi penelitian ini, perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang berbeda namun 
tidak signifikan. Masyarakat Sunda memiliki sistem bilateral berbasis Islam, memiliki pembagian 
kerja yang cukup proporsional dan bersifat komplementer antara laki-laki dan perempuan baik di 
tingkat rumah tangga maupun di lahan mereka sebagai sumber mata pencarian utama. Namun 
demikian, masih ada beberapa aspek yang kurang mendukung sehingga gap atau disparitas dalam 
pembangunan wilayah masih terjadi antara laki-laki dan perempuan, terutama pada kelompok-
kelompok tertentu. Memahami disparitas gender pada kelompok masyarakat tertentu dapat 
menunjukkan bahwa permasalahan gender memang secara kondisional ada dan perlu diperhatikan 
dalam program pengembangan dan pembangunan wilayah.  

7.1 Merantau sebagai alternatif penghidupan 
Merantau merupakan sebuah strategi dalam rumah tangga untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. 
Elmhirst (2008:69) dalam studinya pada masyarakat transmigran Lampung memperkenalkan konsep 
‘multi-locality’ yang melihat bahwa merantau terjadi karena interkoneksi jaringan yang dibangun 
rumah tangga dan komunitas petani dalam masyarakat baik di daerah asalnya maupun dengan 
lingkungan tempat tinggal mereka yang baru.  

Dalam kaitannya dengan merantau sebagai satu alternatif untuk meningkatkan sumber pendapatan 
rumah tangga, berbagai diskusi menunjukkan bahwa perempuan seringkali mengalami beban lebih 
berat karena mereka harus merantau dan atau ada sebagian anggota keluarganya yang merantau. Studi 
ini mencoba memahami hal tersebut dari perspektif lain. Studi Mulyoutami (2014a) di daerah yang 
sama melihat tiga tipologi masyarakat perantau kelompok perantau berbasis pada pertanian, perantau 
berbasis non pertanian dengan modal (membuka usaha sendiri) dan perantau berbasis non pertanian 
tanpa modal (biasanya bekerja sebagai tenaga kerja untuk perantau yang membuka usaha sendiri). 
Kelompok perantau yang membuka usaha sendiri biasanya sudah memiliki modal cukup besar dan 
berasal dari ekonomi menengah ke atas, sedangkan kelompok perantau yang menjadi tenaga kerja 
upahan bagi perantau lain berasal dari kelompk ekonomi menengah ke bawah. Untuk memahami 
bagaimana perubahan dan perbedaan relasi gender dalam masyarakat yang merantau kita perlu 
melihat dalam ketiga tipologi masyarakat perantau tersebut.  

Hasil studi Fauziyah dkk (2015) dari kegiatan studi yang dilakukan paralel dengan studi ini 
mengindikasikan bahwa, secara umum, pengambilan keputusan untuk berbagai kegiatan kebun dan 
kegiatan yang berbasis lahan tetap didominasi oleh laki-laki, dan keputusan yang berhubungan dengan 
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pemenuhan kebutuhan domestik berada di tangan perempuan (Fauziyah dkk 2015). Temuan ini cukup 
lazim sebagaimana juga temuan Mulyoutami (2012) untuk daerah lain di Sulawesi. Perbedaan 
penekanan dalam pengambilan keputusan ini sejalan dengan pola pembagian kerja yang menurut 
hemat penulis masih cukup proporsional. Pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan kebun 
kopi dan kebun campur kebanyakan menjadi tanggung jawab laki-laki meski perempuan memiliki 
kontribusi. Pada keluarga yang merantau, pola pengambilan keputusan dapat berbeda tergantung dari 
model migrasi-keluar atau merantau yang mereka lakukan. Untuk memahami lebih jauh mengenai 
perbedaan peran gender pada keluarga perantau, diskusi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perantau 
yang berbasis lahan dan perantau yang melakukan kegiatan non pertanian.   

7.1.1 Keluarga perantau dalam komunitas dengan sumber penghidupan berbasis 

lahan 

Pembagian peran dalam keluarga perantau yang tujuan merantaunya untuk berkebun kopi atau 
mengelola lahan di tempat lain cukup proporsional. Kegiatan merantau yang dilakukan secara 
musiman memberi gambaran pembagian kerja yang jelas. Perempuan ikut merantau hanya di waktu-
waktu panen, sementara pada saat perawatan lahan atau tanaman, perempuan tidak perlu ikut serta. 
Laki-laki dan perempuan bersama-sama memanen kopi, mengupas kulit dan menjemur kopi yang 
telah dipanen. Sementara itu, di waktu mereka sedang tidak merantau, perempuan secara penuh 
bertanggung jawab mengatur keperluan domestik keluarga. Sebagian dari mereka beraktivitas di 
sawah, sebagian lainnya bisa berjualan, seperti jual makanan dan barang-barang di pasar.  

Pembagian kerja yang proporsional ini juga ditunjukkan dari pembagian ruang kerja bagi perempuan 
dan laki-laki. Perempuan, karena masih harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 
domestik, lebih memilih ruang kerja yang secara jarak tidak jauh dari tempat tinggal mereka serta 
secara fisik dapat mereka capai. Dengan demikian tanggung jawab domestik dan tanggung jawab 
produktif tetap dapat dilakukan oleh perempuan secara proporsional.  

Pada keluarga perantau, pengambilan keputusan atas lahan merupakan tanggung jawab penuh laki-
laki. Perempuan dapat memutuskan pada saat-saat tertentu bila memang diperlukan. Karena tipe 
merantau yang bersifat musiman memungkinkan penundaan pengelolaan lahan pada waktu yang 
memang memungkinkan laki-laki untuk bisa melakukan.  

7.1.2 Keluarga perantau yang membuka usaha di kota 

Kelompok perantau ini umumnya padat modal. Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki 
sumber daya lebih jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Mereka umumnya memiliki 
lahan yang banyak dan atau luas. Pengelolaan lahan umumnya diberikan kepada keluarga dekat, dan 
atau kerabat lain yang tinggal di desa. Pada kelompok ini umumnya seluruh anggota keluarga ikut 
merantau dan tipe migrasi-keluar yang dilakukan adalah permanen. Relasi gender tetap sama dari 
sebelum dan sesudah merantau.   
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7.1.3 Keluarga perantau musiman atau temporer 

Keluarga ini biasanya merupakan rumah tangga baru atau rumah tangga dari kelompok ekonomi 
bawah. Pekerjaan non pertanian diperlukan untuk menghasilkan uang tunai bagi keperluan rumah 
tangga harian. Sebagian dari mereka awalnya merupakan komunitas pengelola kebun. Pada komunitas 
ini sejatinya pembagian kerja gender menjadi kurang proporsional. Perempuan, yang tidak merantau, 
mendapatkan tanggung jawab lebih untuk mengelola kebun yang mereka miliki. Meski pengambilan 
keputusan tetap diutamakan pada laki-laki, namun tanggung jawab pengelolaan tetap dilakukan oleh 
perempuan. Disamping mereka harus bertanggung jawab untuk hal-hal domestik/rumah tangga, 
mereka harus mencurahkan perhatian untuk mengelola kebun. Bilamana mereka tidak melakukan 
kegiatan tersebut sendiri, mereka bisa meminta bantuan tenaga dari luar rumah atau tenaga upahan.  

Beban pekerjaan perempuan yang semakin berat, dengan pembagian yang menjadi tidak lagi 
proporsional, semakin diperparah dengan keadaan bahwa pendapatan mereka dari kebun tetap sebagai 
atas nama laki-laki. Padahal, curahan waktu yang mereka berikan untuk berkebun cukup besar namun 
karena pendapatan berkebun merupakan pendapatan laki-laki maka tetap saja disebut sebagai 
pendapatan laki-laki. Hal ini menunjukkan masih kecilnya apresiasi yang diberikan baik oleh 
masyarakat, maupun oleh perempuan itu sendiri untuk kontribusinya.  

Pembagian kerja yang tidak proporsional bukan suatu yang dikehendaki namun tidak terelakan. Satu 
hal yang mungkin bisa mengurangi ketidakproporsionalan ini adalah bahwa masyarakat dan 
perempuan harus mencoba untuk mengapresiasi kontribusi perempuan dalam memberikan pendapatan 
rumah tangga. Jadi, sebagaimana disebutkan oleh Colfer dkk (2014) pemahaman gender yang kuat di 
tingkat masyarakat dan kerjasama yang baik antar gender dapat menjadi basis pengakuan gender. 
Dengan semakin tingginya apresiasi terhadap kontribusi perempuan sebagai petani maka akan 
semakin mempersempit angka disparitas gender. 

7.2 Lahan sebagai simbol kesejahteraan (well-being) 
Sebagai masyarakat agraris, lahan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengukur level 
kualitas hidup seseorang sebagaimana juga telah disebutkan pada bagian lain dalam tulisan ini. 
Komunitas perantau (out-migrant) juga tetap melihat lahan sebagai simbol kesejahteraan masyarakat, 
meski tidak setinggi pada komunitas pengelola kebun (non-migrant). Ketergantungan komunitas 
terhadap lahan serta pola hidup ‘urban’ telah menggeser pemahaman dan kebutuhan mereka atas 
lahan. Meski demikian, tidak sedikit kelompok perantau yang telah mampu mengakumulasi modal 
berupaya mengakumulasi lahan yang kemudian lahan tersebut dikelola oleh keluarga atau kerabat di 
desa.   

Pentingnya memastikan perempuan memiliki hak atas kepemilikan lahan ditekankan di berbagai 
belahan dunia (Agarwal 1995, Rocheleau dan Edmunds 1997, Kiptot 2012, Mulyoutami 2012). Di 
komunitas Sunda dataran tinggi di Jawa Barat, Mugniesyah (2007) menemukan bahwa persentase 
lahan yang dimiliki oleh perempuan lebih banyak dari yang dimiliki laki-laki. Fakta bahwa sedikitnya 
nama perempuan yang masuk ke dalam surat tanah yang dapat menunjukkan legalitas kepemilikan 
tanah menunjukkan bahwa kesadaran pentingnya kesetaraan dalam mencantumkan nama dalam surat 
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tanah bagi perempuan dan laki-laki masih kurang. Dalam berbagai wawancara individu dalam studi 
ini, ditemukan bahwa secara tersirat kepemilikian atas nama perempuan memang cukup banyak 
diakui, namun belum secara tersurat. Terutama saat lahan yang dimiliki keluarga tersebut diperoleh 
dengan cara membeli, preferensi pencantuman nama dalam sertifikat lahan masih lebih kepada laki-
laki. Hal ini dengan pertimbangan utama bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga dan juga 
berbagai alasan yang bersifat administratif lainnya, seperti lebih mudah untuk pengurusan kredit, dan 
lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu penyadaran yang lebih luas dan masuk ke berbagai 
lini kehidupan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menjadi pemilik tanah.  

Selain itu, rendahnya kesadaran ini masih diperparah juga dengan kenyataan masih simpang siurnya 
status lahan yang dimiliki, karena sebagain besar (70% lebih) hanya memiliki surat pajak dan bukan 
surat kepemilikan lahan. Masih banyak masyarakat yang belum mengurus kepemilikan lahan karena 
masih ada ketidakjelasan atas status lahan yang mereka miliki dan atau karena mereka tidak terlalu 
perduli.  

7.3 Kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga: tidak 
tampak atau tidak diperhitungkan 

Sejatinya perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengelolaan rumah tangga atau 
disebut sebagai peran domestik. Namun, sebagaimana masih menjadi perdebatan dalam isu gender, 
kontribusi ini tidak diperhitungkan atau tidak cukup di apresiasi. Yang jauh lebih penting lagi, 
kontribusi perempuan dalam kegiatan pertanian atau perkebunan juga belum cukup diapresiasi. Hal 
ini ditekankan oleh Kiptot (2012) dalam kajiannya untuk partisipasi perempuan dalam Agroforest di 
Afrika. Hal yang sama juga ditekankan oleh Mulyoutami (2012) untuk kondisi di Sulawesi. 
Rendahnya kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga sebagaimana ditampilkan dalam 
data BPS yang mengakibatkan rendahnya nilai IPG dan IDG.  Hal ini menunjukkan bahwa apresiasi 
belum cukup ditampilkan. Jika dilihat dari data kontribusi perempuan di pertanian, sejatinya 
perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam pendapatan perkebunan khususnya kebun kopi dan 
kebun kayu campur kapulaga.  

Di level masyarakat sendiri, kontribusi mereka nampaknya juga tidak diperhitungkan. Masyarakat, 
baik perempuan maupun laki-laki lebih nyaman menyebutkan pendapatan dari kebun kopi dan kebun 
campur sebagai pendapatan laki-laki daripada bersama. Studi ini melihat bahwa pendapatan dari 
kedua jenis lahan ini memiliki kontribusi perempuan (bisa mencapai 40%), dan perlu diperhitungkan. 
Kontribusi perempuan yang hanya sebagai pendukung menjadi alasan mengapa kontribusi mereka 
tidak diperhitungkan, namun bila kita lihat lagi secara lebih jauh, kontribusi itu berperan penting 
untuk meningkatkan produktivitas kebun.  

7.4 Siapa lebih sejahtera? 
Sebagaimana telah diungkapkan di muka, kualitas hidup (quality of life) sangat tipis bedanya dengan 
kesejahteraan (well-being). Faktor penentu kualitas hidup dan kesejahteraan seringkali dipertukarkan 
dengan mudah. Tidak mudah menentukan siapa yang lebih sejahtera. Kepuasan, kebahagiaan dan 
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optimisme dalam merespons situasi dan kondisi yang dialami seseorang tidak secara langsung 
menunjukkan dia sejahtera atau memiliki kualitas hidup tinggi, namun dapat menunjukkan bagaimana 
masyarakat menilai kehidupannya, apakah mereka lebih melihat secara positif atau negatif, serta juga 
bagaimana mereka memiliki target dalam kehidupan ekonomi rumah tangga.  

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa perempuan memiliki kecenderungan lebih positif dalam 
memandang masa depan dan menerima kehidupannya. Sementara laki-laki nampak lebih banyak 
menilai dan ingin mengubah apa yang mereka alami dan hadapi. Hal ini hampir sama dengan 
pandangan perempuan yang melihat sesuatu dari jangka pendek, selama kebutuhannya saat ini 
terpenuhi, maka mereka sudah memandang kehidupannya secara positif. Sedangkan laki-laki harus 
menanggung anak dan istrinya sehingga memiliki pemikiran yang lebih jauh ke depan. Perbedaan 
sudut pandang ini yang menentukan strategi dalam menghadapi hidup yang berbeda antara laki-laki 
dan perempuan.  Tentu saja perbedaan ini bersifat komplementer.   

Hampir dalam setiap diskusi kelompok dinyatakan bahwa perempuan memang lebih terlihat tidak 
sejahtera, seperti dalam proses diskusi disebutkan bahwa perempuan tidak banyak memiliki lahan dan 
perabotan. Bilamana ditinjau lebih jauh, masalah kepemilikan lahan dan aset yang lebih sering 
diatasnamakan kepada pihak laki-laki sehingga perempuan nampak tidak banyak memiliki apa-apa. 
Pernyataan ‘pendapatan bersama’ atau ‘milik bersama’ yang sering dikemukakan dalam diskusi 
kelompok terfokus oleh kelompok diskusi perempuan dan laki-laki menunjukkan bahwa masyarakat 
sejatinya tidak merasa itu pendapatan hanya miliki suami atau isteri saja, namun bersama.  

Peneliti: kalau dilihat dari kepemilikan lahan, berapa banyak perempuan yang dikelompokkan 

memiliki kesejahteraan rendah, menengah dan tinggi? 

Partisipan diskusi: gimana itu bu... lahan itu kan milik suami dan istri, susah juga kita 

melihatnya.... kan lahan adalah milik bersama? 

Peneliti: jika dihitung milik bersama, adalah milik perempuan juga, tapi kita juga 

memperhitungkan perempuan yang tidak memiliki keluarga atau suami juga, termasuk janda-janda, 

seberapa besar perempuan yang dikelompokkan sejahtera rendah, menengah dan tinggi dari 

kepemilikan lahannya?  

Partisipan diskusi: oooh... jadi perempuan paling banyak yang kesejahteraan rendah... kan banyak 

janda miskin... 

Seperti juga pendapatan rumah tangga, kontribusi perempuan dinyatakan lebih kecil sehingga 
pendapatan mereka pun kecil.  Data yang digunakan untuk menganalisis indikator pembangunan 
manusia dan gender menunjukkan kecilnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. 
Satu hal yang harus dipastikan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan pertanian dihitung 
sebagai kontribusi perempuan saja, yang umumnya hanya berasal dari pertanian sawah, palawija, dan 
sektor dengan nilai usaha tani rendah saja, atau sudah juga melihat pada ‘pendapatan bersama’ yang 
biasanya berasal dari usaha tani kopi, cengkeh, dan tanaman komoditi lainnya. Hasil hitungan usaha 
tani yang memilah gender menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan pertanian dan 
perkebunan sekira 51%, hampir sama dengan laki-laki.  
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Secara subyektif memang perempuan nampak tidak sejahtera, namun ini lebih dikarenakan dari 
pemahaman masyarakat mengenai konsep well-being dan quality of life. Jadi, bilamana kita melihat 
perempuan dan laki-laki sebagai entitas terpisah, dan senantiasa memperhitungkan sekaligus 
menghargai kontribusi perempuan baik dari pekerjaan mereka secara aktif maupun pasif, kita akan 
melihat kondisi bahwa perempuan dan laki-laki sejatinya cukup setara.   

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa janda (female headed household) cenderung kurang 
sejahtera, jika dilihat dari lahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi janda umumnya memang 
lebih miskin daripada kelompok lainnya, karena pilihan sumber penghidupan mereka lebih sedikit. 
Kondisi kesejahteraan rumah tangga di setiap masyarakat berbeda-beda. Dari pengamatan dan diskusi 
yang telah dilakukan, terlihat bahwa level kesejahteraan masyarakat dari bawah ke atas terlihat pada 
kelompok perempuan kepala rumah tangga (janda), keluarga lengkap namun miskin, keluarga lengkap 
dalam ekonomi menengah dan atas. Mulyoutami (dalam proses review) menyatakan bahwa perbedaan 
kondisi perempuan dan keterlibatan mereka dalam pertanian menentukan kesuksesan mereka dalam 
kelompok tani dan mengadopsi pengetahuan.  

8. Perempuan dan laki-laki: pengetahuan dan 

pembagian ruang gender 
Ruang gender didasari atas pengetahuan dan preferensi setiap kelompok gender yang sangat 
dipengaruhi oleh tanggung jawab yang merupakan konstruksi sosial budaya. Studi ini menunjukkan 
adanya pembagian ruang yang jelas bagi laki-laki dan perempuan untuk lebih berkiprah. Pembagian 
ruang di dalam gender pada kegiatan produktif pertanian/perkebunan dan atau ruang di dalam rumah 
sangat berhubungan erat pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah sangat membudaya di 
masyarakat. Tanggung jawab perempuan sebagai pengasuh anak, menjadikan area di sekitar rumah, 
menjadi domain perempuan. Perempuan dapat tetap berkontribusi terhadap kegiatan di kebun tanpa 
membebani mereka dengan kewajiban lain di luar rumah. Selain itu, preferensi perempuan untuk lebih 
banyak berkiprah di arena dimana mereka secara fisik mampu dan merasa aman melakukkannya.  

Massey (2001) merujuk pada makna simbolik dari ruang dan pesan-pesan berbau gender yang 
terasosiasi. Massey (2001) menggunakan pembedaan ruang di dalam rumah menjadi ruang private 
dan publik yang menggambarkan domain dan identitas perempuan dan laki-laki. Rotman (2006) 
melihat perempuan dan laki-laki memiliki kehidupan yang dinamis dan mengalir (fluid) sehingga 
pembagian ruang private dan publik menjadi kurang relevan. Temuan dalam studi ini melihat bahwa 
pembagian ruang di luar rumah yaitu area untuk bertani/berkebun tampak jelas tergantung dari 
komoditi dan jarak dari tempat tinggal.  

Pekarangan merupakan areal atau space yang menjadi domain perempuan dan hampir ditemukan di 
sebagian besar wilayah di Indonesia. Soemarwoto dan Conway (1992) menjelaskan bahwa 
pekarangan banyak ditemukan terutama di daerah yang menganut sistem matriarki dan bilateral 
seperti di Minang (Padang), Aceh, Jawa Barat, dan hanya sedikit ditemukan di daerah Sumatera Utara 
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(patriarki). Di Sumatera Utara, pekarangan terutama ditemukan di bagian belakang rumah sementara 
bagian depan rumah diperuntukkan untuk tempat pertemuan. Di Ciamis, buruan atau frontyard atau 
halaman depan harus selalu tampil bersih, karena merupakan tempat bermain anak dan sekaligus 
tempat berkumpulnya anggota keluarga rumah dan tetangga. Pekarangan merupakan tempat interaksi 
yang melibatkan semua gender dan usia, serta tempat pertemuan dengan tamu dan tetangga.  

Laki-laki memiliki kecenderungan untuk mengubah lahan yang produktif untuk lebih ditingkatkan 
produksinya, sementara perempuan cenderung untuk mengubah lahan yang kurang produktif seperti 
pekarangan dan kebun kelapa. Dalam hal pengambilan keputusan ini perempuan tampaknya memiliki 
keinginan untuk berkontribusi dalam sistem produksi di area-area yang secara stereotipe berhubungan 
dengan domain perempuan, seperti pekarangan dan sawah. Hal ini menunjukkan pentingnya 
pekarangan bagi perempuan, yaitu tempat yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan 
lingkungan dan keluarga.  

Kebun kayu, kebun kopi dan kebun campur lebih merupakan domain laki-laki namun tidak menjadi 
prioritas untuk dipertahankan. Proses mengubah kebun ini tidak serta merta dilakukan dalam satu 
kurun waktu namun bertahap. Kayu yang ditumpangsarikan dengan tanaman komoditi, seperti kopi 
dan kapulaga, secara perlahan kayu atau tanaman komoditi yang diganti dengan tanaman baru. 
Demikian juga dengan kebun campur, jenis tanaman yang sudah mati dan atau mulai tidak 
menguntungkan secara perlahan diganti menjadi jenis tanaman baru.  

Villamor (2014) dalam studinya menjelaskan bahwa perempuan memiliki kecenderungan mengubah 
lahan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada studi ini, dalam konteks jawa barat, kecenderungan 
yang hampir sama ditemukan namun dalam konteks yang berbeda. Temuan dalam studi ini hampir 
sama dengan pendapat Trauger (2004) bahwa perempuan terutama lebih terlibat di lahan yang 
sustainable, dengan sedikitnya keterlibatan mereka dalam penerapan pupuk dan obat kimia. Menurut 
Trauger (2004), laki-laki cenderung lebih fokus pada lahan produktif. Beberapa highlight dalam 
temuan ini yang hampir serupa dengan temuan Trauger (2004) sebagai berikut:  

 Peningkatan produktivitas kebun lebih banyak diutamakan oleh laki-laki, dimana mereka 
berupaya meningkatkan hasil produksinya dari kebun yang sudah produktif, sementara 
perempuan berupaya mengelola lahan pekarangan dengan aplikasi pupuk dan obat kimia yang 
seadanya. Selain itu, pilihan lahan yang akan diubah oleh laki-laki adalah lahan yang dapat 
memberikan produksi yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih sedikit.  

 Perempuan memiliki kerangka berfikir yang difokuskan pada efisiensi kerja, Seperti mengubah 
semak belukar yang tentunya tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Serta juga menanam 
tanaman ekonomis secara bertahap di pekarangan untuk menambah pendapatan lahan. Perempuan 
memiliki kecenderungan untuk mengganti lahan kelapa yang sama sekali sudah tidak produktif, 
untuk ditanam tanaman baru.  

 

Jadi bisa disimpulkan dari beberapa pernyataan tersebut, jika perempuan lebih fokus pada solusi yang 
bersifat jangka pendek dan laki-laki lebih bersifat jangka panjang. Namun demikian, pada konteks 
masyarakat di Ciamis, meski secara spasial areal dekat rumah sudah menjadi domain perempuan, dan 
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areal jauh dari rumah merupakan domain laki-laki, namun prinsip bilateral, artinya posisi perempuan 
dan laki-laki yang cukup seimbang, menjadikan proses jual beli dan konversi lahan tetap memerlukan 
pertimbangan kedua belah pihak. Konversi lahan dan jual beli lahan tidak serta merta dilakukan tanpa 
persetujuan dari perempuan. Tulisan ini tidak sepakat dengan pendapat Villamor (2014) bahwa 
melibatkan perempuan akan membuat konversi lahan menjadi lebih sering terjadi. Pelibatan 
perempuan dalam pengambilan keputusan atas lahan sangat penting dipertimbangkan, namun dengan 
penguatan akses mereka terhadap pengetahuan tentang manfaat lahan. Pola komunikasi dalam 
keluarga penting untuk membangun basis pemahaman masing-masing kelompok gender tentang 
lahan. Ini jadi satu bukti bahwa dominasi laki-laki yang terlalu kuat terhadap lahan telah mengikis 
akses perempuan terhadap pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat lahan.  

 

9. Upaya ke depan 
Secara keseluruhan studi ini melihat bahwa perempuan dan laki-laki di daerah penelitian memiliki 
hubungan bilateral, yang lebih mengarah ke patriarki. Peran masing-masing gender masih terlihat 
proporsional dan komplementer. Ketidaksetaraan bisa terjadi lebih karena persepsi subyektif dari 
masyarakat secara umum yang dipengaruhi dengan budaya patriarki. Relasi antara perempuan dan 
laki-laki di semua kelompok masyarakat hampir setara, jika beberapa kondisi sebagaimana berikut ini 
diperhatikan dengan baik: 

 Hak perempuan atas lahan lebih diperkuat. Perlu adanya peningkatan pemahaman dari kedua 
belah pihak, bahwa andil perempuan atas lahan perlu dilegalkan guna menghindari adanya 
perselisihan paham. Hak waris laki-laki yang lebih dari perempuan dengan pertimbangan bahwa 
laki-laki sebagai penyandang nafkah utama, meski dalam beberapa aspek memiliki pertimbangan 
logis, namun seringkali dimanfaatkan untuk memperoleh lahan yang lebih besar dan perempuan 
dirugikan.  

 Memperbesar penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam ekonomi rumah tangga. 
Sejatinya perempuan memiliki kontribusi besar dalam ekonomi rumah tangga baik secara aktif 
maupun pasif. Perempuan dan laki-laki sama-sama melakukan strategi untuk mempertahankan 
bahkan mengembangkan lebih jauh lagi sumber penghidupannya. Semakin kontribusi perempuan 
terlihat dan di apresiasi, hasil pembangunan yang dicapai akan semakin nyata.  

 Perempuan dan laki-laki memiliki pandangan/persepsi, pengetahuan dan strategi menghadapi 
masalah yang berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi. Berbagai upaya pembangunan 
perlu melibatkan kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Daripada membuat 
desain pembangunan yang memaksa perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan di ranah 
yang tidak membuat mereka nyaman, akan lebih baik jika program pembangunan dilakukan 
dengan memperkuat pengetahuan, persepsi dan strategi mereka. 
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